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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA

KEPUTUSAIT KO}fiSI PEMILIHAIY UUUI
I(ABI'PATEIT BI,ORA

ISOMOR: 42 I lf;pts/ IrPU-Kab -(J123r293;67 I 20t.6

TENTANG
PEDOUAIT TEXIUS TATA CARA PEIVCALOITAIY

PEMILIIIAIS BT'PATI DAIT WAITIL BUPATI BLORA
TATII'il 2015

I( TUA KOItrISI PEMILIIIAIS I'UUU KABUPATEN BIPRA,

Menlmbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5O

ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Tengah
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun
1e50h

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembenhrkan Daerah-Daerah dalam

c
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Mengingat
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Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembal
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 NoU
a2l;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20O8 tentan3
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OlI
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oll Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor
101, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ol2 lentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebaeaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (l,embaran Negara Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 55Il
sebagaimana telah diubah dengan {Jnderfr
Undang Nomor 8 Tahun 2015 (lrmbaran Negan
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5

Tahun 2OO8 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor O1 Tahun 2O10;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2O15 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 IPVU-
Vll2OO8, tanggal 4 Agustus 2OO8;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4IPUU-
VII l2OO9 ,tangeal 24 Maret 20O9;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUV-
Vlll2OOg, tansgal 17 November 2OO9;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor : 51 / A/ Tahun 2014 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu
Tahun 2014;

Memperhatitan : 1

2

'J

4

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2O08;

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum I(abupah
Blora Nomor : 56 / A/ Tahun 2014 Tent -l
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politt
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2Ol{
Di Setiap Daerah Pemilihan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor: 1 6/ Kpts/ KPU -Kab- 12329367 / 20 Ls
Tentang Penetapan Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor: 40 /Kpts/KPU-Kab-
012.329367 /2015 tentang Penetapan Syarat
Perolehan Kursi atau Suara Sah bagi Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik untuk
Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor: 41./Kpts/KPU-Kab-
012329367 /2015 tentang Penetapan Jumlah
dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon
Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten BloraTanggal 23 Mei 2O15

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana

6
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN
20L5;
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tercantum dalam l,ampiran II Kepu
yang merupakan bagian yang tidak
dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada
diteraFkan.

I

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Mei 2015

X TUA KOMISI PETILIHAI| T'IUI
I(ABT'PATEI{ BLORA,

ARIFIN

KBTIGA

Ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

IN

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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A.

B

I,AMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAI{ UMr-

KABUPATEN BLORA NOMOR : 42lKpts/Kl'
Kab-012329367 /2Ol5 TENTANG PEDOM,i.
TEKNIS TATA CARA PENCAIOT{A .

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPA'I
BLORA TAHUN 2015

PETX)If,AIT TEKITIS TATA CARA PTI|CAIOI{AIf
PEMILIHAN BUPATI DAI| WAXIL BT'PATI BI,ORA TAIII'T 2O1t

BAB I
PEITDAHULUAI{

PEI{DAIII'LUAN
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora merupakan sarur

kedaulatan ralryat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupa.ti secare
demokratis, langsung, jqlur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih
mempakan pemimpin Kabupaten Blora yaJlg harus rnernptl
me.vnrirrdkarr oemnska-ta-!1 keseiahtera-a:r masvaraka-t Blora-

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupa.ti Blore,
KPU Kabupaten Blora mempunyai tugas dan wewenang untul
menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisac
pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

Atiapun tu.jurrii yniig irrgin dicapai dengan ditet pkaruryr
keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU l(abupaten Blora, Partei

Poiitik dan Masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan
Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora;

2. Untuk memberikan pedoman bagr Partai Politik dan Masyarakat
yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Bupa.ti dan Wslil
Rrrpati Rlora;

3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentanS
mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupa.ti dan
Wakil Bupati Blora.

PET{GERTIAN
Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan

maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, unhrt
mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam
pengertian istilah sebagai berikut :

t. Pemilihan Bupafi dan Wakil Bupati Blora, selanjutnya disetrut
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan ralryat di wilafh
Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupa.ti Bccar&
langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya discbut
Pemilrr, atarr, Pemihr Terakhir, arlalah Pemilu Anggota De-rran

Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Ferx/elifan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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Rakvat l)aerah atarr Pemihr Presiden dan Wskil Prrdden va,,
diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KRJ, tdalai
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat rrtoal,
tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam l*g-
r-r-ncl-a:rg penyelengga,r'a- pemilihan r-r-mr-r-m rl-a:r ct-iherikan nUE &!l
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan bcrdertan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sclrqilqn
disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemlln
umum setragaimana dimaksud dalam undang-unh4
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan try
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubcrnrr
berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undq
Pemilihan.

S. Komisi Pemilihan Ilmrr,m Kahrr-paten Rlora,, selsniutnya- clirelrrt
KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan untu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggre
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggaraLur
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan y.rf,
cl-ia-h-r-r cl-a-la:n l-lnd-a:rgJ-lncl-a-ng Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adaleh
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanaken
Pemilihan di tingkat Kecamatan.

7. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panith
yalig tiiberrtuk oieii KPU Kabupateii -uirtuk iuelaksatuken
Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya discbut
Bawasiu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum Jnan3
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di selunth
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengetrri
pen5relenggara rremilihan lrmrlm yen'g riitrerikan hrges clan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang
Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,
se!a:r.1-rfny2- cl-isehr-r-t Ba-sra-sh-r Provinsi a-<l-alah le.rnbagn
penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengaweri
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinei
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugae
dan wewenang dalam pengawasan pen;relenggaraan Femilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang dietur
dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut
Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawadu
Provinsi yar'g herh.r-gas r.rnh.rk menga,wasi penyelengaraen
Pemilihan di wilayah Kabupaten Blora.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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I 1 " Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan" selanjutnyr diselr.
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibenhrk olch panu.,,
Kabupaten yang bertugas untuk mengawaei penycbnllraa,
Pemilihan di wilayah Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya dirirgb Fl-
a-ct-a-la-h peh-rga-s .w8-ng r:l-ihenn-r-k oleh Pa:rsr. a-s Keeamatan t*uk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurah.n.

13. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan PermEer
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 20fa C
Kabupaten Blora.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih hrtd
Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik Lokal drrl
Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik lokal pc&rtr
Pemilihan Umum Peserta Pemilihan Umum Anggota Derr
Perrrrakilan Rak-wat, l)e..wan Perrvakila,n l)aerah dan D+.-rea
Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama berscpalet
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupa.ti.

15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Folitil
atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai politit
sesr-r-ai ringka-tarnJra- a-ta-r-r- denga:r sel|I-r-tarr lain sesusi dengnn
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ARTI Fartri
Politik yang bersang!<utan.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politit
yairg iireiigr.isuikan Pasalgrrlr Caioii a'lau oieii Pasangan Calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.

17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ateu
Perseorangan yang didaltxkan atau mendaltar kepa.da KPU
Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.

18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupeti
Rlora vang telah memenrrhi s5raraf dan ditetankan sehagai treicrtr
Pemilihan.

19. Petahana adalah Cubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau
Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sdang
menjabat.

2O. Irl-entita-s Iain adalah dokr-r-rnen kepenclr-rdr.rkan resmi yang
diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti otentik y".rg dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah
oleh desa atau kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah
tempat tinggal masing-masing sesuai dengan perehrian
perundang-undangan.

27. Hari adalah hari kalender.

PRII{SP PEITYELTNGGARAAIT PETILU
Delam melaksanakan taha.pan Pemilih4n, nenyelengnra

Pemilihan han-rs berpedoman pada asas :

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



D

-9-

l.
2.
o-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
t2.
lo.

mendiri;
jujur;
adil;
kepastian hukum;
tertib;
kepentinga-n r-r-mr-r-m;

keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efisien si;
efektivitas; dan
aksesibilitas.

DASTAR HI'XUU
Dalam penlnrsr.r-nan keprrtrrsan ini, KPI.I Kshrrpaten Rlora. trerl.r,rlornrn
pada:
1. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 195O tentang Pembentuken

Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negan
Tahun 1950);

2. l-lll.d-ar\g - I-Irdarg Nomor 1.3 Ta-!rr-r:r 195O tentarrg Pembentukan
Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai hlitik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2,
I t,'rlluiartilll Lctttua)att rrc8,a.r a l1tpuu[K rrruullcsta ltuurut tour.,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2Ol1 {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor E,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaaQ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol1 Nomor 1O1, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

6. I-Inrl-a:rg-I-Inda:rg Nomor' 8 Ta-!rr-r-n 2OL2 t-ex$a::,g Pemilihan Lrmum
Anggota Dewan Perwakilan Rak5rat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan RalVat Daera-h (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

,. u truatrB- urru.attB, rtuurul zJ I lrlurr zu-r.r LcllrilllB retuer uruula,n
Daerah (kmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimane
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(l,embaran Negara Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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8. IIndang-IIndans Nomor I Tahrln 201.5 tentrnG }lnetan:r,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nm I Tahrrr
2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikott mnja.
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2Ol4 Nu, 24:-
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nm *tl r

seha.gaima-na- tela-h ct-ir-rtra-h cl-engarr l-Incl-arg-I-Inda-ng Nomor E Telrtn
2Ol5 (t embaran Negara Tahun 2Ol5 Nomor 57, Tanrt*an
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2OOE Ee
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UH
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatcn/tsote
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhL dcqr
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor O1 Tahun 2O1O;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2OO8 tcnt{
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ifufi
Pemilihan llmrr-m. Sekretariat Komisi Pemilihan llmum Prot inra,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupatcn/ I(otl
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihen
Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O15 tenteng
Tala-parr, Progra-rn dan .Ia-r-l-sr.a-l Penyelengga:a-arr Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupa.ti, drn
Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2Ol5 tcntang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
w ar r .DuIJau uirir w i rKula ua.rl w axrl w anrl(uLa,

Pescrta Pemilihaa
Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pafiat Politik atau Gabungrn
Partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagat
peserta Pemilihan, dan/ atau

2. Pasansan Calon JrerseorengAn 5rang mendaftarken diri rlan ta.leh
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Femilihan.

BAB II
PERS}YARATAN CAI-If I'AIf PEI{CAII)IIAI{

A. PERSYARATAI{ CAION
1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupa.d

dan Wakil Bupa.ti Blora, dengan memenuhi persyaraten
sebagai berikut:
a. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Panczsila, Undang-Undang Dasar Ncgara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Pr,oklameri
Kemerdekaan 17 Agustus 7945, dan Negara Kesatuen
Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tinSkrt
atas Atalr sederajat;

E.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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d- henrsia naling rendah 25 (drra prrhth lima) drun;
e. mampu secara jasmani dan rohani berda-hn has:

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim &r;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara txrLrien

putusan pengadilan yang telah mempunlrai blhn
hr-r-kr-rm teta-p kalena- mela_kr-r_k-an tindak pidane yrnp_
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun tu
lebih;

C. tidak sedang dicabut hak pilihnya berderrh
putusan pengadilan yang telah mempunyai kehff
hukum tetap;

h. tidak pernah melakukan perbuatan rcrccla yq
dibuktikan dengan surat keterangan cat tr
kepolisian;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak seclang rnemiliki tan ggr rn ga.n rltang a.lcirl

perseorang€rn dan/atau secara badan hukum prq
menjadi tanggung jawabnya yang merudk n
keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putu!.o
Denqacl-ilar v. a:rs f-ela-h memDr-r:lv. a-l kekr-ratan hulnrm
tetap;

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan lasrniliLi
laporan pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil
rruucr rlur , .E uPalr aLau vv ttxr .cruPau, scr ur. rY au,tuLl
atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur etau
Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati atau Calon WaEl
Bupati serta Calon Walikota atau Calon Waldl
Walikota;

n. belum pemah menjabat sebagai Gubernur, Wetil
Grrtrernrrr, Rrrpati dan Walikota unhrk Celon Wakil
Gubernur, Calon Bupati, Calon \[/alril Bqp6fi, Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota;

o. berhenti dari jabatannya bag Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Watil
wa-likota- yaxg menca-lonka:r din di dae.rah lain ccjek
ditetapkan sebagai Calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati dart penjabat Walikota;

q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan peAhana;
r. memberitahukan grencalonannya sebagai Bupati dan

Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Femakilan
Rakyat bagr anggota Dewan Perwaki.l,an Rak5rat,
kepada Pimpinan Dewan PerwakiLan Daerah begi
Ernggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepadr
Pimninan Derrran Perrakilan Ra.k"wat Daerah begi
anggota Dewan Perwakilan Ratyat Daerah;
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menslrndrrrkan diri sehagai anggota Tcntm xesionr:
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indon:ria, da;
Pegawai Negeri sipil sejak mendaftarkan diri *b1go,
Calon;
berhenti dari jabatan pada badan usaha milik rUira
a-ta-r-r ba-da:r r-r-sa-ha- milik ct-a-erarr sejal< diterafrrr
sebagai Calon; dan
berhenti sebagai Anggota KpU, KpU provinri/p
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Br*
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sctr
pemtrentukan PPK dan PPS-

2. syarat calon mafilpu secara jasmarri dan rohad
sebagaimana dalam angka t humf e tidak mengtrahrgi
penyandang disabilitas.

3- syarat ealon tidak pernah dijatrrhi pidana penjnrn
sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf f, unhrk tindrk
pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minknel
dan pidana penjara maksimal, ancaman
didasarkan pada pidana penjara maksimal.

4. s,warat ca-lon tida-k perna-h cl-qa-h-r-hi picl-a-na- penjarr
sgfoagaimana dimaksud dalam angka I huruf f, dikecualilcan
bagi :

a. calon yang bersangfuutan telah selesai menjalani pidarn
penjara sampai dengan dimulainya jadwal qraktu
pendaftaran Pasangan Calon dalam waktr: paling singktt
5 (lima) tahun;

b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan
(anlpaleuis);

c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a sccera
kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berilnrt:
a. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jdur

mengemukakan kepada publik sebagai mantan
na-rapicla-na-;

b. Calon yang bersangkutan bukan pelalm kejahatan ]reng
berulang.

6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana
dimaksud dalam angka 4 hun:f c adalah oreng yeng
memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan
kebaikan masyarakat banyak dan ditalnrkan tanpa
kekerasan atau menggunakan senjata.

s

t.

Lr

e
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7 Syarat calon setragaimana dimaksrrd delsm nn6lr I \nrrm, adalah sebagai berikut:

a- penghitungan 2 (dua! kali masa jabatan #dr,,,
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan 1nr5 r3ra,
yaitu masa jabatan pertama selama s (lima) tatnrn pamuh
dan masa jabatan kedua paling singkat selaraa 2 rA Qtua
setengah) tahun, dan sebaliknya;

h. jahatan yrer.g sAme sehagaimana climeksrrd rrede h.*iilf
a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jr*
Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabrhn
Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabrtm
Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikotr;

c. 2 (dr-ral kali ma-sa_ ja-ba-tarr d-alam ja_ba_ta:r yang r.n,
meliputi:
1) ?elah dua kali berturut-turut dalam jabatan y.ni

sama;
2l Telah dua kali dalam jabatan yang sama tid.L

1_ ---L-_-__L- . L-__uEl LlIl Lt[, alau

3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah

-vang sama atau di daerah _vang berbeda.
d. Penghitungan 5 (limal tahun masa jabatan atau 2 y,

(dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimans
dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Walil
Gr:hernrrr- atant Rrrpati dan Wakil Rupati ateu Welikotn
dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

8. Ketenh-r-a:r seLra-eaimarra- cl-rmalsr-r-cl- rra-da ang$a 7, herlaku
untuk:
a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan

Wakil Bupati atau Walikota dan Walcrl Walikota yartg
dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang
-t:- -- --t--1 -t-t- h--,,--- n------t-:t- -- n-l---^ n- ----t- n-----:-^^!ura_rrB,KaL urcrl Lrcwall rel wil-r{lrdrr rs.als,yat l.ratrtanl rluyutlll
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. atau Bupati dan
Wakii Bupaii atau Walikota dan Wakil Walikota karcmr
pembahan narna provinsi atau kabupaten.

9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf n,
dengan ketenfrran:
a. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Cdon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Blora;
b. Belum pernah menjabat sebagai Wakit Gubernur unhrk

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Blora; dan
c. Belr-r-m perna-h mer{a-ha-t seha-gai Br-rpa-ti a-ta-r-r Walikota

untuk Calon Wakil Bupati Blora.
1O. Syarat Calon sg$agaimana dimaksud pada angfu t huruf o,

dengan ketentuan:

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



-14-

B

e. Rlrnati atau Wakil Rrrpati, Walikote eterr Yrlil Yatnta
yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau WrLl
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupetcr/lbtr
lain;

b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau trIakil Uta
.va,ng menca-lonkarr diri sebagai G.r-rherntu atau lhd!
Gubernur di provinsi yang lain.

12. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka I I
herlalnr rrnh.rk calon Rrrpati da-n Wa-kil RrrPati atar,r Cakrn
Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota yan3
sama, dan untuk Calon Gubemur dan Wakil Gubernur di
provinsi yang sama.

1.3. Ketentr-ra:r sehaga-rmana. setragaima:ra. dimaksud pade
angka 12, tidak berlaku apabila telah melewati jcda I
(satu) kali masa jabatan dengan penghitunstn
berpedoman pada ketentuan sebagaimana rlimqksud prerlr

angkaT hurufd.

PERSYARATAN PETCALOI|AN
1. Partai Polittt atau Gabungan Partal Polittl

a. KPU Kabupaten menetapkan p€rsyaratan pencalonan
untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan
Keputusan KPU Kabupaten sebelum Pengumumen
pendaftaran Pasangan Calon.

b. Perslraratan sehagaimana dimaksrld pada hrrnrf a, yaifir
Partai Potitik atau Gabungan Partai Politik mempcnobh
paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari jumlah h'rr.i
DPRD Kabupaten Blora yaitu sebanyak 9 kursi atau 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan uren
sa-h cl-a-larn Pemiliha-n I-Imr-rm Arrg8ota DPR-D Kabupetclr
Blora Tahun 2014 yaitu sebanyak 126.287 (.cf;etrr.
empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh).

1 l.Svsrat Calon setragaimane dimaksrrd dalam angka I htn{a
meliputi:
a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petrltr,

yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
b. Tidak memiliki hubungan darah/garis ketunuurn I

(sa-tr-r) tingka-t lr-r-rr-rs ke a-ta-s, yajh-r tnpa-k/ibtt atRu baFl
mertua/ ibu mertua dengan petahana; atau

c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan I (arhi
tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu deryft
petahana; atau

d. Tidak memiliki hubungan darah/geris ketunrnan kc
samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman at u
bibi dengan petahana.
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c. Dalam hal Psrtai Politik atarr Gehrrngnn hrti Fqhr+
mengusu-lkan Pasangan Calon menggunakrn htcntu r,

memperoleh paling sedikit 257o (dua puluh ltm Frsg.,
dari akumulasi perolehan suara sah rebA-ma
dimaksud pada huruf b, ketentuan teractrl hV.,
herla-kr-r ha-gr Partai Politik ya:rg mempemle.h ktri d,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ihbupaten Lra
Tahun 2O14.

d. KPU Kabupaten menghitung syarat pcncah
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumrn:
l) S-varat pencalonan = jumlah kursi Dewan Fe.rrrliba

Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 20lt x
2Ol 100; dan

2l Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dcrr
Perwakilan Rakyat Daerah I(abupaten Blora Trlnr
2014 x 2. /1Oo;

3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimen
dimaksud pada angfu 1) dan angla 2) mengfuaeilken
angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

e. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimahud Pafi
hr-r.n-rf a., trerpecl-oma:r pa-r:l-a:

1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blon
Nomor: 4O / Kpts/ KPU-Kab-O 1 2. 329 367 I 2Ol5 tentanl
Penetapan Syarat Perolehan Kursi dan Suara Srh
bagr Partai Politik atau Gabungan Partai Folitil
uiituk Mengajukaii Pasanga.ti Calon Bupail dan V/atil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupr.ti
Blora Tahun 2O15.

2) Keputusan Komisi Pemithan Umum Kabupa.tcn Blorl
Nomor: 4 1. / Kpts / WU -Kab-O 72329367 / 2Ol5 tentan3
Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungen Bagi
Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilitnrt
Rrrpati dan Wskil Rrrnafi Rlora Tahrtn ?O15.

f. Salinan Keputxsen KPU Kabupate.n sebagaimanr
dimaksud pada huruf a, disampaikan kepa.da pimpinen
DPRD Kabupaten Blora, Pimpinan Partai Politik tingk t
Kabupaten Blora dan Panwas Kabupaten.

c. Partai Potitik atau Gabungan Partai Politik hanya daprt
menrlaftarka-n 1 (sahr) Pa.sa.nga-n Calon.

h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain
untuk melakukan penggabungan dalarn mendaltar&en
Pasangan Calon.

i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakullr
k-esepalra-tarr d-enga:r Pa-sarrgar Cdon unh-tk dideftethn
mengikuti Pemilihan.

j. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Folitil
atau Gabungan Partai Politik sebagaimana rlirnekrud

-15-
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nade hrrnrf e, fidak danat dicalonkan laf t*:h erra,
Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. r

k. Partai Politik atau Gabungan Partai politik y.{ te}A,
mendaftarkan Pasangan Calon kepada KpU thhpten.
tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftlr. i;

l. Da-la-m ha-[ Pa.rtai Politik a-ta-r_r- Ga_hunga:o PRrtei blitik
menarik dukungan dan/ atau menarik Calon drn/-u
Pasangan Calon yang telah didaftarkan Partai Potitik raru
Gabungan Partai Politik tersebut diangap fp
mendukung Pasangan Calon yang bersangkuten &
tidak dapat mengr:sulkan Calon dan,/ateu Prrrlrr
Calon pengganti.

m. Calon dan/ atau Pasangan Calon yang .rrdah
menandatangani kesepakatan pengusulan dan fl
didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak d*
mgn g.r-ndr.rrkan diri se.ja.k penclaftara.n,

n. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Cdon sebagaimer
dimaksud pada huruf m mengundurkan diri, Pertri
Politik atau Gabungal Partai Politik yang mencalonlrn
tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Fasar6rn
Calnn nenssanti dan dinwatakan srrrnrr rrenr.elnnqnnv)r

o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h,
dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup,
ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Sekretrrir
Partai Politik.

n. Kesenakatan setragaimana riimaksrrd pada hrrntf i,
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau madr5-
masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung drn
Pasangan Calon.

2. Perseorangaa
a. KPI_I Ka.tr-r_pa-ten meneta.pka.n persrvatratan lr.ncalonen

berupa jumlah dukungan bag Pasangan Calon
Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupa.ten.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dirnaksud padr
huruf a, didasarkan atas data jumlah penduduk yang
disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora sctcleh
menerima permintsan tertulis dari KPU Kabupa.tcn.

c. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri ecbagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupa.ti Blora apebile
memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7,5% (tujuh
setengah persen) dari jrrmlah pendrrdrrk Kahrrpeten Rlorr
sebanyak 868.931 atau sebanyak 65.169,83 (enan
puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan kome
delapan puluh tiga) dibulatkan menjadi 65.170 (enam
puluh lima ribu seratus tujuh puluh) jiwa.

d. ,-h-r-mla-h rl-r-r-kr-r-nga:r sehagaima:ra- r.l-rma-ksr-rd pada hunrf c
hams tersebar di lebih dari 5oo/o (lima puluh pcrcnl
jumlah kecamatan di Kabupaten Blora atau lebih deri t
(delapan) kecamatan.
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e- Dalam hal hasil nenohitrrnean setngairnam t rnsterri,
hunrf c dan huruf d menghasilken angb Fcdhai,
dilakukan pembulatan ke atas.

f. Dukungal sebagaimana d.imaksud ddsm huruf c, Lart
d dan huruf e hanya diberikan kepada f {eattr) hqxn
Ca-lon Perseora:rgarr.

g. Penduduk yang dapat memhrikan atqrn
sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah ponAr*.
yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III
PEITYERAHAX DAI{ PEITELITIAI| DT'XI,IIGAI| PAAAIfOAT

CALOI{ PERSEORAITGAIT

A. PEITY-ERAIIAIT DI'KI'ITGAT PASAITGAIT OALOT PERSDON'In
I. KPII Kahr r_paf6n mqngr.rmrrmka.n ja_clwal trr.-nyerahan, rctlht-

masa penyerahan dokumen dukungan kepada 1(l1,
Kabupaten.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukuryra
Pasangan Calon perseoftrngan sebagaimana ainaksud prdr
a::rgk-a- L, cl-ilalo-r-karr mela-lr-rj media- massa- c€tRk dan/etau
elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman l(Pt,
Kabupaten.

3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen duknryrrt
pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2,
urlar(ulftrrl serarrra r+ [cIrrPaL ucrus, rrar r.

4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukunjm
sebagaimana dimaksud pada ang[a 1. mencantumkan:
a. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupa.ten Blcr

Nomor: 41/Kpts/WV-Kab-O7232936712075 tentant
Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Pasansrn
Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupa.ti dan WrEl
Rrrpati Rlora Tahrrn 2OI5, setragaimana dimaksrrrt dalarn
BAB II hurufB angka 2 hurufc, hurufd dan hunrfe;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
kepada KPU Kabupaten;

c. Walrhr penyerahan dokumen dukungan Pasangan Celoo
Perseorangan.

5. Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi pcrsyaratrn
pencalonan sebagaimana dimaksud ddam BAB II huruf B
ang]<a 2 huruf c, huruf d dan huruf e.

6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana rlirnnksud rdl
angka .5 dilakukan sesuai dengan jadwal delam Kepuhreen
Komisi Kabupaten Blora tentang Tahapan, nogram dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupa.ti dan Wakil buplti
Blora Tahun 2015.

7. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perscorrngm
aeha.ga.ima.na. rtima-ksr.r<t pada. angka. 6 diserahkan 1rlin6
lambat pukul 16.OO WIB.

I
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8. Dokrrmen drrkungan sebagaimana dimaksrrd rrr.rr rmgkn .-a

berupa surat pernyataan dukungan dan .ritaml*ti fotokr;;
identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dulsryrn.

9. surat pemyataan dukungan sebagaimana dimnkrrl psria
angka 8, dapat menggunakan Formulir Model B.l- *yr.,
Perseorangan.

lo. Dalam hal Pasangan calon perseorangan telah meng!fr;rn
surat pernyataan dukungan secara perorangan atau ko$;if,
tapi ddak menggunakan Formulir Model B.l-ru
Perseorangan, Pasanga.n calon Perseorangan wajib meayrfr
daftar nama nendukung ke dalam formulir Model B.l -IrH
Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang trh
dihimpun, berisi data :

a. nomor induk kependudukan,
b. alamat,
e. Rrr_lor-n Tetangga fRT!/Rr.il<rr_n Warga (RW),
d. desa/kelurahan,
e. kecamatan,
f. kabupaten/kota,
g. umur/tempat dan tanggal lahir,
h. jenis kelatrin; cl-an

i. status perkawinan.
1 1. Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angkr s

dapat berupa:
a. Kartu Tanda Penduduk;
b. Kartrr kelrrarga berlakrr rrntrrk 1 (sahr! nendrrkrrng;
c. Paspor; atau
d. Identitas lain.

12. Surat keterangan identitas kependudukan lainnyr
sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf d, aiUnr5
rl-ike1r-r-a-rka n seca-ra- kolektif.

13. Pasangan Calon peseor.rngan men5rusun rekapitulasi jumlah
dukungan dengan menggunakan Formulir Model 8.2-KWK
Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

14. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan
dukungan dan rekapih:lasi jumlah dukungan sebagaimanr
dimaksud dalam angka 8, dalam benark softcopy den
hardcopy.

15. Softcopy sebagaimana dimaksud dalam angka 14 menrpakan
Iile asli.

16. Penverahan lampiran dokumen drrkungen trenlpa fofokopi
identitas kependudukan sebagaimana dimal<sud dalam angke
8 dalam bentuk hardcopy.

17. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka t
dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/ kelurahan.

18. Dolo-r-men cl-r-rla-r-ngarr Pa-sarrga:r Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16, dihrnt
dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:

r
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e. Pasensan Calon menverahkan I (sahr| rangtep nli (bn
(dua) rangkap salinan kepada KpU lhbupa.tetr;

b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) raryk p rrlina,,
kepada PPS meialui ppK;

c. I (Satu) rangkap salinan sebagai arsip paaangrn C-n.
setela_h memperoleh pengesalan Kpt-l l(^1r.r*,e.n drliGa_n
membubuhkan paraf dan cap basah.

19. Dalam hal Pasangan calon perseorangan tidak memnrrtri
ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 r{ri
dengan angka 18, KPU Kabupaten mengembalikan dolr-r
dukungan untuk dipertraiki dalam masa penyerehen dokr.nr
dukungan.

B. PEITELITIAI| DT'InIITGAI| PASA,rGAIT CAIII| PENSEONAIq'I
1. Penelitian terhadap dokumen dukungan pasangan Crh

Perseorangan terdiri dari:
a- Penelitianadministrasi;
b. Penelitian faktual.

2. KPU Katrupaten melakukan gr.nelitian administ.rasi tcrhad{D
dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukun5rn

dan pesebaran yang terdapat dalam soJtop forrrulir Mo&l
B. I -KW"K Perseorangan,.

h. Mela.krlkan penelitia.n kesesrla,ian n_ntara jrrmlah minirael
dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam softcopy
dengan hardcopy sebagaimana Formulir Model B.I-KWX
Perseorangan;

3. Dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan pescbann
telah sesr_rai altta-ra_ softcopy dar harrl_cop5r, KptI l(abupctrrn
men5rusun Berita Acara dan Tanda Terima.

4. Dalam jumlah minimal dukungan dan pesebaran antan
softcopy dan hardcopy, KPU Kabupaten menJrusun berita scart
dan mengembalikan dokumen dukungan kepa.da paeangrn
Caioii r:-irtuk dipertaiiei pada masa ircnyer-ahau dokumcn
dukungan.

5. Dalam hal Pasangan calon tidak memenuhi jumlah minimd
dukungan dan persebaran sampai dengan al&ir rnlr
penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan
keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas unfuL
mendampingi proses nenelitian drrkrrngnn sehegaimane
dimaksud dalam angka 1.

7. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugrrn
dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.

8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 tcd.di
anahila:
a I (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari I

(satu) Pasangan Calon atau;
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h. I {satlrl orang memherikan drrkrrnoan lehih th,ri I (ntr r;
kali kepada 1 (satu) pasangan Calon pcrseorrngn.

9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda ctra*nar,t,
dimaksud pada angka 8 huruf a, ppS menindaklar$ud 

-janpenelitian Faktual.
1o. Da-!a:n ha-l cl_itemr_rl<a:t cl_r_rla-rngarr ganda sct elhne

dimaksud pada angka 8 huruf b, dukungan hanya dihitrq l
(.atu).

11. KPU Kabupaten men5 rsun berita acara hasil pcrrcltn
dukungan ganda.

'I 2. KPU Katrupaten men_vampaikan salinan trerits acgra lrril
penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1l kepa.da :
a. Pasangan Calon perseorangan; dan
b. PPS meiaiui PPK.

13. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan parn;n
Calon Perseorangan <ian hasil penelitian d1r-ga6,n dr.rlt-rrnGrrr
ganda kepada PPS melalui ppK.

14. Sejak KPU kabupaten menyampaikan dokumen dukungrn
kepacia PPS sebagaimsn4 dimaksud dalam angka 13,
pendukung Pasangan calon tidak dapat menarik kemtrrl
drrkrrnqannwa

15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual palin3
lama 14 {empat belas) hari setela}r menerima dokuren
dukungan Pasangan Calon perseorrangan sebagaimane
dimaksud pada angka 13.

i6. Peiieii-r-iaii ariiiiinis'u'asi sebaga.iinaiia ditiaksud pada angka 15
mencakup:
a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada Formutr

Model B. I-KWK Perseorangan.
b. Penelitian kesesuaian arltara daltar nama dan alamat

pendukung pada Formulir Model B.l-KWI( perseorangan
dengan fotokopi identitas kependudukan atau lbrtu
Kehrarga etau identitas kenendrrdrrkan lainnye.
Sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11.

c. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah Pemilihan.

d. Penelitian kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung
pa-da. Formr-rtrr B. I-KWK Perseora-ngan.

e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wila]rah
administrasi PPS.

f. Penelitian Identitas Kependudukan lainnya untuk
memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/ateu
statr:s perkawinan.

17. Dalam HaI formulir Model B.I-KWK perseorangan tfolek
ditandatangani di atas materai oleh pasangan calon
perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e,
dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tid.tr
menggt lgt rrka,n dr,1ln1nga.n.

,-
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l8- Dalam hal daftar nema dan alamat pendrrkung fntr forritur,,
Model 8.1-KWK Perseorangan tidak sesuai derrym foto&<rp,
identitas sebagaimana dimaksud pada angfu 16 truruf i,
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak rnffiruhr
syarat.

19. Da-la-m ha-l a-la-ma-t pencl_rr_1o_r-ng ti<t_a-k sesr_raj dengan rhfa_h
pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 htnd c
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidal( merenuhi
syarat.

20. Dalam hal pada fomulir Model B.I-KWK perseorangan tirhk
dilengkapi densan fotokopi identitas kependudu*rt
sebagaimana dimaksud pada angka 16 humf d dukuryxr
tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memerruhi syarat.

21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wihlnh
administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka lf
hrlnr-f s, chr-krr-ngan tersebrr-t dicoret clan dinya-ta.ka.n tidet
memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh pasangan calan
Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindatrken
dukungan tersebut sesuai dengan desaT keiurahan.

22. Dalam hal syarat usia dan/atau stahrs perkawinea
seba-gajmala- cl-imalsr-r-d cl-afam a-ngka- 16 hr-r-rr-rj f cf-inyatalcan
tidak sesuai dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tideL
memenuhi syarat.

23. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrari
sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan
F- .--____t:-- rr_ -t -t n r a 1 fntrtT n- -_- -r ur !!. ! urr.r lvJ uuEr .E']t. _\ . i -ii w. Ifi. fEt ueoranigaii.

24. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh ppsl
sebagaimana dirnaksud pada angka 23 dibuat dalam S (Umr)
rangkap yaitu:
a. 1 {Satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
b. 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semue

dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
c. I (Safrr) rangkap KPII Kahrrpaten melahri PPK;

d. 1 (Satu) rangkap PPL;
e. 1 (Satu) rangkap arsip PPS.

25. Berdasarkan hasii peneiitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada angka 16, PPS melakukan penelitian fakttrd.

26. Penelitia-r: faltr-ra-l oleh PPS setragaima:ra_ dlnnalsr_rd pada angka
25, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dulnrngan
kepada Pasangan Calon tr)erseorangan.

27. Dalelr.;^ pelaksanaan peneiitian faktual, PPS dapat mengangkat
petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga
,nrrrl - -L-----^-L ----- ^: l--t---r--l- ---.E w I sFrFrrrr raL sE:;Ltal lltrullLllllarl.\-"',

28. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan dengan cara mendatangi
setiap tempat tinggal pendukung -yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif unhrk mencocokkan kebenaran
nama dan alamat pendulanng, serta dukungannya kepada
Pasangan Calon.

[-
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29. f)alan hal pendrrkrrng menvatakan ketnnarnn dulrn6nrmr,..
dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan menrhr
syarat.

3O. Dalam hal pendukung menyatakan tidak DGr*n
dukungannya, pendukung mengisi Formulir Modcl B.t{Tlh
Perseora:rga.n, da-n narnar,va_ cl_icoret d_a-ri daftar dukun6m.

31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mcmhtan
dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak brrr&r
mengisi Formr.rlir Model B.3-KWK Perseorangan, dukr,rngry
tetap dinyatakan sah.

32. Dalam hal seorang atau lebih pendukung menerik dukurpm
kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi hhA
dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

33. Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui t
alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, t
memberikan catatan pada kolom ketera.ngan.

34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragub,
PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitr
kependudukan yang asli.

35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan llcpt
letrih cl-a:r 1 (sa-h-r-) Pa-sa_ngarr Calon, PPS menarryakan kepadr
pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (catr.{
Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tandr
tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukrll3
dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukura
daiai riai'rar tiai.ua pcntlukuiig riar.i Pasaiigan Calo[ ya[g
tidak didukung.

36. PPS dan./atau Detugas penelitian faktuat wajib meminta l(cprb
Desa/ Lurah untuk menandatangani Formulk Model B.l{Wt(
Perseorangan dan membubuhkan cap/stempl
desa/ kelurahal di atas tanda tangan.

37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual weiib
mendokr tmentasikan kegiatan penelitian fakh ral.

38. Dalam ha1 pendukung tidak dapat ditemui sebagaimane
dimaksud pada angka 33, PPS melakukan penelitian penelitian
faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon
dan/ atau Tim Penghubung Pasangan Calon menghadirkan
seh-rn-th pend-r-rlla.rng rl-i wrla-ya} Desa_ ata-r_r Kelrrrahen peda
waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokken
dan meneliti kebenaran dukungan.

39. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan
Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung
sebagaimana dimaksud grada angka 38, Pm henya melakukan
penelitian fakhtal terhadap pendukung yang hadt.

4O. Dalam hal pendukung tidak hadir, diberi kesempa.tan uatut
datang langsung ke PPS guna membuktikan
paling lambat sebelum batas akhir penelitian falrhral.

4l - l)alam hal pendrrkrlng tirlak h2dir samp6i dr-.nga.n hataa wektrr
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 40,
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drrkrrngan Pasansan Calon vang trersengkttt n alrqrqks n
tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tcrrcha tEet
dari daftar dukungan.

42. PPS wajib menuangkan Hasil penelitian falrtual .cbrha
dimaksud angka 28 sampai dengan angka 4l b llrm
Formr_r_lir Mocl_el 8A..3.2-KWK perseorangan Fng
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota ppSi.

43. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh ppS sebegnima
dimaksud dalam angka 42 dibuat dalam S (lima) n$p
yaitu:
a. I (Sahr! ra_ngka.p r_r_ntr_tk setia_p pa_sa:rgarr Calon;
b. 1 (Satu) rangkap untuk ppK dengan dilampiri E

dokumen dukungan setiap pasangan Calon;
c. 1 (Satu) rangkap KPU lhbupaten melalui ppK;
d. I (Satu) rangkap PPL;
e. i (Satu) riurgkap PPS.

44. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapituld
dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh ppg C
wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerin
berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka r(!
huruf b.

45. Rapat pleno sebagsimana dimaksud pada angka 44 dihediri
oleh :

a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
b. Panwas Kecamatan; dan
c. PPS

46. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan panwas Kecaneten
rlapat mengajr.r-kan ketrerata.n d.?ng2n menunjr.rkkan hrltti
pendukung.

47. Ddam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 46
dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke
dalam formulir Model BA.4. 1 -KWK Perseorangan.

48. Da-!a:n hal ketrera_ta:r seba-gaima:ta- dima-ksud pada angka 46
tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon
atau ?im Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan
Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerirna, Paeangtn
Calon atau Tim penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-
iCrifK perseoratigan.

49. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimakcud
pada angka 44. dituangkan dalam berita acara Foroulir Modcl
BA.4-KWK Perseorangan.

50. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud d^leq angka
49, dibuat dalam ranglap 4 (empat), yaitu:
a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepa.da setiap Faeangrn

Calon;
b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupa.ten;
c. 1 (Satu) rang!<ap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
d. I (Satu) rangkap arsip PPK.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



-24-

L

F
I

t

{

I

51- KPII Kahrrnaten melaksanakan rapat ple.vro terhrk;,
rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitrrhd iurulah
dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lame <l {empar,
hari setelah menerima berita acara dari PPK Ecbq;1llana
dimaksud dalam angka 5O huruf b

52. Ra-pa-t Pleno sehagajma-na- cl-imal<sr-rct- pa-ct-a- a:rgka sl diffiin
oleh:
a. Pasangan calon atau tim penghub*g;
b. Panwas Kabupaten;
c. PPK.

53- Pasangan calon atau tim penghubung dan Panwas Kabul*tnn
dapat mengajukan keberatan dengan menunjuklran h&i
pendukung.

54. Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angkr 53
dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembehrlan drn
mencatat ctalam formrr-lir Moclel RA.5= 1-KWK Perseorangan.

55. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53
tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calonl
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calom
atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.S.l-KUI(
Perseorangan.

56. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaknd
pada angka 5L dituangkan dalam berita acara menggunaktn
Formulir Model BA.5 -K\I/K Perseorangan.

57. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angkr
56. ditnrat dalam rangkap 3 (tiga), yaitrr:
a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan

Calon.
b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;
c. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten.

58. Pa-sa-ngan Ca-lcrn Perseora-nga-n ata-r-r- sa-la-h sa-tr-r- Calon
Perseorangan mengundurkan diri pada masa penelitian
administrasi dan faktual dulmngan sampai dengan
rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagt
memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

59. Pasangan Calon atau salah satu Calon Perceorangan yeng
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 56,
tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Cdon oleh
Partai Poiitik atau Gabungan Partai Politik.

60. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau meninSgrl
drrnia pacla mesa penelitian falrtrtal drrlnlngan sempei dengnn

rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan cdon
baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon terecbut
berhalangan tetap atau meninggal dunia.

61. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimene
ct-ima-ksr-r-ct- cl-a-lam a:r gka- 6 O kepa-cl-a- ma-syasaJ<a-t .

62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada anglra 6f
clilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian
calon berakhir.
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63. MasSrarakat dapat memberikan tenggepen dra mr.rrik
dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebchm pcnctaPan
Pasangan Calon peserta Pemilihan.

64. KPU Kabupaten melakukan penelitian perc,yaratan pcil*an
dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejat d-en
pengga-nti ca-lon r!itenma-.

65. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikttti Frec
penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam .dka
15 dan penelitian factual sebagaimans dimaksud dalem a{La
25, dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon den/*u
Pasangan Calon oleh parfai politik eteu gabungen pl5i
politik.

BAB IV
PEITDATTARAN PASAJIGAIT CALOII

A. PTITGII}IUUAI| DAIY PTf,DAFTARAIY
l. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapa.tLrn

salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat Pu.rt
sebelum masa pendaftaran pasangan calon.

2. Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyampailen
sa-lina-n kepr-16-r--q2,n tera-khir tentalg penets-pa.n keprengunrcan
Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengu
permintaan KPU.

3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai PolitiL
tingkat Provinsi dan/ atau kabupaten kepada pimpinan Partri
Politik tingkat puset sebelum masa grendaftaran Pasangen

Calon.
4. Pimpinan Partai Politik ting[at Pusat menyampaikan salinen

keputusan kepengurusan Partai Politik tinlkat prwinri
dan/atau kabupaten/ kota kepada KPU sesuai dengrn
permintean KPI.I.

5. KPU menyampaikan salinan kepuhrsan Mnteri sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angkl
4 kepada KPU Provinsi dan/atau KPU kabupa.ten eebchln
rnqsa nendqftaran Pasansen Cglon

6. Dalam hal pengesa-han kepengurusan Partai Politik tingkrt
Kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat
pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai politik
tingkat Kabupaten kepada pimpinan Partai Folitik tingket
p, oviiisi sebeiuiri rrrasa peiiciaf'raiaii Paseiigax calo[,

7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan
keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angkr 6
Partai politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan calon.

8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,
tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimakeud
dalam angka 2, angka 4, atau angka 6 menjadi pedoman begi
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KPL Provinsi atar-r KPII Kabrrnaten delem lunc.rirne a l
pendaftaran Pasangan Calon.

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tcntarr5
kepengurusan Partai po[tik tingkat pusat scbq-ana
dimaksud dalam angka I masih dalam proscs penlrcbrian
sengketa- ct-i penga-ct-i1a:r, KPI-I Provrnsi dan KPI-I l(atrFten
menerima pendaftaran Pasangan Calon berdrrrlan
keputusan terakhir dari Menteri tentsng pcnctrFn
kepengurusan Partai politik.

10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagriln
dimaksr-rd dalam angka 9 terdapat ftenetspan pngdla
mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Mentcri, fIlJ
Provinsi dan KPU Kabupaten tidak dapat mencrim
pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putun
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dx
rlitindaklanjrr-ti rlengan nenerhitan keprr-h,r,san da.ri Me.ntcri

tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa s€bagaimana

dimaksud dalam angka 1O belum terdapat putusan yang tcLh
mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partri
politJk ya:rg hersengketa- mela-la-rka:r kesepa-ka-t-an perdarnaian
untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai politik seani
peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon
berdasarkan keputusan teral<hir dari Menteri tenter{
peiie'rapaii kepeiigur-usari Pai tai poiitik iiasil keseiiakatan
perdamaian.

12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Caloo
melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atru
laman KPU Kabupa.ten sesuai dengan jadwal sebagaiaana
ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora tentang Tahapan, Program dan Jadwrl
Pen5relenggaraan Pemilihan Grttrernrrr dan Wekil gtrtr-rrnrr,
Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota darl UInkil
Walikota.

13. Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dicantumkan :

a Kenr rtr rsarr KPI I Ka,hr-rna-ten setnsaimana dimaketrd
dalam Bab II Hunrf B angka t huruf a dan Bab II Huruf
B angka 2 huruf a;

b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
c. Tempat penyerahan.

14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari
terhitung setelah hari tera-khir pengumuman pendaftaran
sebagaimana dimaksud angka 72.

15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana rlimaksud pnde
angka 14 ditakukan paling lambat pukul 16.0O mktu
setempat.

-26-
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15. Partai Politik atau Gatnrngan Prrfei Folitik nrnr*rftst&ar,
Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten dg mas:l
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ang$ ltl.

17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon *b1-ene
dimaksud pada angka 16, Partai Politik atau Orhgan
Pa-rtai Politik wajih memenr-rhi persyara.tan :

a. ketentuan BAB II huruf B angka I huruf b dan hunJ c;
b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik telht

Pusat tentang persetujuan Pasangan Cdon Gta
dokumen syarat calon; dan

c. men5rertakan Keputusan Pimpinan Partoi Politik tindH
pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tiqlt
provinsi dan/ atau kepengurusal Partai politik 6nah.t
Kabupaten.

18. Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan dhi kep-
KPI I Kahrrpafen selama masa penqla.ftara.n sehagnirneae
dimaksud dalam angka 14.

19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangrn
Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka lt
wajib hadir pada saat pendaftaran.

20. Dala:a hal Partar Politik a-tarr- Ga-br-rngan Part-ai Folitik etau
salah seorang Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hedi
pada saat pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada angl.r
19, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atru
perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
kciidakiiatiiraii teisebut ciisebabkaii oleii liaia.iiSai-r yaliS
tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan eunt
keterangan dari instansi 3rang berwenang.

21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU
Kabupaten bertugas:
a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan den

persyaratan Calon yang di4jukan oleh Partai Politil
atarr Gahrrngan Partei Politik atau frersertrengrn;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimatrr
dimaksud dalarn angka 17 l:uruf a;

c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonrn
sebagaimana dimaksud dalam angka f7 hr:taf b d.n
hr-r-n-rf c Jraitr_r- :

1) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingbt
pusat yang menandatangani surat keputusan
Partai Politik sesuai tingkatannya dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri ,rant
disampaikan oleh KPU.

2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkrt
provinsi/kabupaten yang menandatangeni
dokumen persyaratan dengan berpedoman pcde
kepengurusan Partai Politik tingkat lGbup.tcn
rtnhrk Pemilihan Rrqpati dan Wakil RrtPatt yan6
disampaikan oleh KPU atau KPU Pnovinsi.
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d" Rerdasarkan hasil penelitian sebagaimnne dimRksrrrr
dalam huruf b dan huruf c, KpU Ihbupatcn rnencatal
penerirrraan dokumen persyaratan pencalon*n da,,
persyaratan calon yang diajukan oleh partri klitrx
atau Gagungan Partai Politik menggunakan ?enciri
Tenma- pencl-a_fta_rarr formr_r_lir Model TT.I-KWK 3ran1,
berisi :

1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Fsf*.ik
yang mendaftarkan Pasangan Calon;

2) nomor dan tanggal keputusan pimpinan Fei
D---!:4:!- +r=- -.1--L n---r l- -- , -a--- r-----r{rllLurt. LurEff.aL rusaL !;iafii a-Lanl i<epi-r[usali purrlx0ail
Partai Politik tingkat provinsi, dalam hal terdrS
perubahan kepengurusan sebagaimana dimalmrd
pada hurui c;

3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Pertri
Politik tingkat Pusat tentang persetqiuan Pasangm
Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai PoHtik
tinokat Provinsi atarr Pengrrnrs Partai Politik tingknf
Kabupaten, ya.ng ditandatangani oleh Ketua Umura
dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Partai Politik
tingkat Pusat;

4) hari, tanggal, dan walrttr penerimaan dokurrpn
oersvara ta n nence lona n rlan nersva ret en Celon :l_ _- -J t- _--_

5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon serta
aTamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai
Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partti
Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangrn
Calon;

6) jumlah dan jenis kelengkapan dohrmen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Cdon;

e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal
dukungan dan persebaran serta persyaratan pasangrn
Calon nerseoransan:

f. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana rlimaksud
pada huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
Calon Perseorangan menggunakan Model Formulh
TT. 1 -IflMK Perseorarrgan, meliputi:
I ) nama lengkap Pasangan Calon;
2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
4) jumlah dan jenis kelengkagran dokume.rr

persyaratan pencalonan dan persyaratan Cdon;
5) dokumen persyaratan dukungan dan seharan

dukungan Pasangan Calon;
g. Menerima daftar nama Tim Ifumpanye tingkrt

ka.br rpaten, kqp6-ma ta n cl a n ti n oj<a.t et esa. / kelr tra han :
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h. Menerima rekening khrrsrrs dana kampo+ye yrng
dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan hrt i Politrk
atas narna Calon dan spesimen tanda tangar,
dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Oehngan
Partai Politjk dan Calon;

i, Menerima- r'ekening khr-rsr-rs cl-arra kampanyt ntnp.
dibuka oleh Calon Perseorangan;

j. Memberikan formulir sebagaimana dimakaud pda
huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan h*ri
Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau bFf
Pasangan Calon Perseorangan ;

k. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kecclr*
jasmani dan rohani kepada Pasangan Calon di rurlt
sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten.

22. KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokun
persyaratan pencalonan dan f atat:- ayarat ca.lon s.--t"ht
pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap penrbelrm
dokumen kepengurusan Partai Politik tinglat Kabupaten
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari I (crt$
k-epeng-r.p-r-531, KPI-I Ka-hr-lpa-ten ha-nya- menerima- I (8Rtt$

Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan ceh
sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

24. Dalam hal Pimpinan Partai politik atau Gabungan Fartei
Puiitik tiiigkat Piuvirisi ai.:ru iiiig,itat kabupaten yulg
dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam angka 8
memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangrn
Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupa.ten menerinl
pendaftaran Pasangan CaTon yang mendapa.t persetujurn
dari Pimpinan Partai politik tingkat pusat.

25. Dalam hal terdapat perubahan kepengurusan tcntrrl
Partai Politik tingkat prrsat, dan,/atarr tingkat provinri,
dan/ atau tingkat kabupaten setelah pendaftaran, Partri
Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Fartri
Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengrn
peraturan perundang-undangan.

26. KPI-I Ka-br-rpa-ten melalo-rkarr penelitia:r adminiatrari
terhadap dokumen perubahan kepengumsan sebagaimanr
dimaksud dalam angka 25.

27. Perubahan kepengurusan Partai politik se@aimane
dimaksud dalam angka 25 tidak boleh diganti ateu
meng:trah Pasangan Calon yang telah didafterkan.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Po[tik )iin8
mendaJtarkan Pasangan Calon, tetapi tidak meacnuhi
syarat pendaftaran calon sebagaimana dfmaftsud .lclcm
angka 17., KPU Kabupaten menyatalan tidak menerime
pen<iaftaran tersehrr-t, menrrangka-n da-lam Rerita Acarn dan
mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Crbo
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kepada Parfai grlitik atarr Gatrrrngan Partni n litik ysr

bersangkutan.
29. Partai Politik atau Gabungan Partai politih yants

pendaftarannya tidak diterima sebagaimana ffisud
angka 28 dapat mendaftarkan Pasangan Calon 

-ganmemenr-rhi persjla-ra-ta-n pencl-aftaran calon sebagfrnna
dimaksud dalam angka 17.

30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik ddrtrt
Gabungan Partai Politik tidak melampirkan lkprhlcn
Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang perrctltrl
Pasangan Calon, KPU Katrupaten menyatakan Pertsi Rrlitik
tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan k-
Politik pengusul Pasangan Cdon dan mencatatnya drls
Berita Acara.

31. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai poffi
seha.gaima.na dimaksrrd clalam angka 3O da,la.m qlolo.rmar

persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf pctqr
pendaftaran, salah satu Partai politik pengusul, drn
disaksikan Panwas KabuPaten.

32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik ddrn'
Ga-br-rnga:r Panai Politik ticl-a-k mela:npirkart Keplrtruan
Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persehrjuen

Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih
Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagirn
Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain
ciaiaiir Gabuiigarr Pai'tai Poii'rik ter sebut masih r-rieinenuld

syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam
angka 17. KPU Kabupaten menerima pendaftaran pasaryrn

Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut drD
menuangkan dalan Berita Acata.

IX)KTIUEI{ PERSYARATAIT PEIICALOIIAII DIT
PIRSYAR.E.TAIS CAIOil
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 21 huruf a,
wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua drn

Sekretaris Pimpina:r Partar Politik a-tat-r para Ketua dan
Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung
sesuai dengan fingkatannya menggunakan Formulir
Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan
Calon Perseorangan menggunakan Formulir Mrxte.l B-
KWK Perseorangan beserta lampirannya;

c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh
Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyarat n
Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A
angka. 1, hrlnrf 2, hr.tnr-f h, hunrf m, httntf n, hrlntf o,
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hrrnrf p, hrrnrf q, hrrnrf r, hrrnrf s, htrnrf t rbr hrrnrf r r

menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
d. surat pernyataan sebegaimana dimaksud prdt lxrruf c

dilengkapi:
1) taada terima penyerahan surat pctra*rmn

pengt-rncl-r-Il'arr cl-in ba.gt ha-kal ca-lon yang hGl|eh-ls
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Drrpa.tr
Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkm diri
di daerah lain; dan

2) Surat keterangan bahwa pengunduran diri a&rg
,iaiarr proses bagr Brakrai CraLioi-r yatrg hratrtrr
Gubemur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil hp.ai
Walikota dan Wakil Walikota vans mencalonkrn *i
di daerah lain.

e. surat pernyataa-n sebagaimana dimaksud pa.da huruf c
dilengkapi:
l) Surat Pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Crfon

Jiang trrstatlrs setragai Anggota l)e-wan Perqmlcilen
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah drn
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

2) Tanda terima penyampaian surat pemberiAhuen
pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakibn
Ra-lqra-t, De.wa:r Penra-lolarr Da,erah da-n De.vrn
Perwakilan Ratyat Daerah.

f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilengkapi:
1) Fotokopy surat pengunduran diri; dan
2) Surat Keterangan bahwa pengunduran diri teLh

diterima dan pemberhentiannya sedang 4qh'F
proses yang ditandatangani oleh pejabat yerg
berwenang.

Bagi bakal calon yang berstatus sebagai AnSBot
Tentara Nasional Indonesia, Ketnlisian Negtn
Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pa.da huruf c
dilengkapi:
1) fotokopi surat permohonan pemberhentien &ri

ja-ba-ta:r; cl-a:r

2) surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari
jabatan telah diterima dan pemberhentiannye
sedang dalam proses yang ditandatangani olch
pejabat yang berwenang.

Bagi Bakal calon yang terstetxs sebagai pjabet pde
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mi[L
Daerah.

h. Surat pernyataan sebagaimarra dimaksud huruf c
dilengkapi keputusan pemberhentian dari pcjebrt
berurenang hag Rakal Cnlon yang herstahrs aahagei
Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/XIP
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Kabrrpaten /Kota. Rawashr. Rawsshr hrrird, Fnnwes
Kabupaten/Kota.

i. surat keterangan tidak pe.rnah dijatuhi pidane penjara
berdasarkan putusan pengadilan yarlg tclah
memperoleh kekuatan hukum tetap lerena qpldld(en
tinrl-a-k picl-a:ra- yaJlg cl_iarrca:n dengarr pidana pcr{ira s
(lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri Snng
wilayah hukumnya meliputi 16mFat tinsgal B.&"t
Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II hrand A
angka t huruf f;

j. surat keferangan tidak sedang <iicstrut hak pilihq
berdasarkan putusan pengadilan yang *
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengrdibn
negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 6tfj
Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyanEr
Calon sehagaimana. dimaksrr-d rlala.m RAR II humf A

angka t hurufg;
k. surat keterangan catatan kepolisian yarg

menerangkan Bakal Calon pernah/ tidak pem.h
melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimatld
cl-a-larn BAB II hr-rn_r_f A angka- t hr-rrr_rf h ye4g
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort untuk Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayatr
kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon
yang bersangkutan;

i. sui-at 'r.aiida teriiria periyEiaiiari iapora.u har-te
kekayaan penyelenggara negara dari instansi yarrj
berwenang memeriksa laporan harta kekayara
penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhen
persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam B A
II huruf A angka I huruf i;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungrn
hrrtang secara ncrseorangan danletat serare haclan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara dari pengadil,an negeri
yang urilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Balcd
Calon sebagai bulrti pemenuhan persyaratan Celon
sebagaimarra- dimaJ<sr-r-cl- <i-aia:n BAB II hunrf A angka I
humfj;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putustrn pengadilan yang tchh
memperoleh kekuatan hukum tetep dari pengadiLn
niaga f negen yang wilayah hukumnya meliputi tr?mt t
tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenulrrn
persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB
II hurufA angka t hurufk;

o. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NP\[rg rter
nama Ra_ka_l Ca_lon, tancla terima penyampaian Srrrrt
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lY{ib

L
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Paiak Orans Prihadi etes nema Rekel Crlrrr, rrnh*
masa 5 (lima) tahun teral<hir atau sejak Brlel Calon
menjadi wajib pqiak, dan tanda bukti tidak nreepun5ni
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pqi.L (KPB
tempat Bakal Calon yang bersangkutan talrtftirr.
setla-gaj tl-r-kti pemenr.r-hal persyaraten edrxr
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A allka I

huruf l;
p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandate4rnr

oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atru Ffie
Pimpinan Gatrungan Partsi Politik bagi Bakal Cehn
yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gahrrlfr
Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bckcl Qat66
bagi Bakal Calon Perseorangan menggunake'r Formrfr
Model BB.2-KWK;

q- Ibtokopi Karh.r, Tancla Pen<irr-<irr-k;

r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (S[Tq,
yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenanj
sebagai bukti pemenuhzrn persyaratan Crbrt
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angkr I
hur',-rf c;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjarg
(RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupe.ten,
,(tui1rlraltur, uatr/ a[a.u ucsa/ ,(crul alralr;

u. Rekening Khusus dana kampanye sebagairnana
dimaksud dalam Huruf A angka 21 huruf h b.!i
Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai politik ateu
Gabungan Partai Politik;

v. Rekening khusus dana kampanye sebagaimam
dimaksud dalam Huruf A angka 21 huruf I b.Si
pasangan Calon Perseorangan ;

w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm
berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empe$
lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran lO.2
cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lember
beserta- sofiapg.

x. Bagr calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf
A angka 4 huruf a wajib menyerahkan :

1) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana
penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu
pendaftaran Pasengan Calon dalam wakt.u paling
singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembegt
pemasyarakatan;

2) Surat pernyataan sebagai mantsn narapidana yang
secara terbuka dan jujur dikemukakan kcp.d.
prr_blik da.n hukti dimrrat f.*da ir,lrEt lcehar
lokal/ nasional; dan
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3) Srrraf keterangpn yar,g menvatakan bahwa ctb
yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yatt;
bemlang sebagaimana dirrraksud dalam BAB g
Hur';f A angka -q hur-';f b dari Kepolisian ReEt
untuk pasa.ngan Caion Bupati dan Wakil Bupati. #-.

y Ba-gr ealon yatg perna-h rlipict-a-na penja-ra- ka:mn
kealpaan ringan (anlpa leuis) dan/atau alasan politit
sebagairnaira dirrraksud daiarn BAB II Huruf A angka 4
hur,;f b dan huruf c ';,,ajib menyerahkan surat
keterangan dipidana karena kealpaan ringan (aipa
,- -:-l -1-,- t-t--- -t--,, , 1:r:t I--,-l--- -1 -ieuasj ualrIaLaU arasarr pouLul utrl Ltii.silJrs.arl PljLusart
pengadilan yang telah memperoleh kekuataq hukum
tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan
putusan.

Pengesahan sui'at pencalonan besei'ta lampirannya
setragaimana dimaksrrcl pada angka t hurrrf a dibubuhi
tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para pimpinan
Partai Politik y+ng hersahrrng dan ditnrbr:hi c.ap trasah
Partai Poiitik sesuai ciengan surat keputusan kepengurusan
Partai Politik yang sah.
Pengesahan surat pencalonan beserta larnpirannya
sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b, dibubuhi
tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasansa-n Ca-lon
Perseorangan.
Larrrpiran surat peircalonan untuk Pasarrgarr Calon dari
Partai Folitik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam angka t huruf a meiiputi:
a. Keoutusan Pimoinan Partai Politik tingkat Pusat

tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan
Formulir iV{odel B.I-KWK Parpol;

b. surat pern5ralaan kesepakatan antar Partai Politik yang
bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon
menggrlnakan Formrrlir Moriel R-2-KWK Parnol;

c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon
untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan
Formulir Model B.3-KWK Parpol:

cl sr-rra-t pern5la-ta-a-n berma-tera-i cr-rkr-rp yang l:rrenyra-takan
visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan
Rericaria Periibairgunar] jarigka Panjang (RPJP)

Daerah, ditandatangani oleh Ke+.ua dan Sekretaris atau
sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretaris
Gahr.rngan Partai Politik atau sebutan lain
menggunakan Formulir Model 8.4-KWK Parpoi; dan

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas
nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan
hersamA oleh Parfai Politik etan Gahrrnqan Partai
Politik dan Calon;

r
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f. dokrrmen edministrasi persvaratan Rakal e.rb
sebagaimana dimaksuci ciaiam angka 1.

5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangu
sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf b, meliputi:-': '

a. berita acara rekapituiasi hasii penelitian dukunl5
Pa-sa-n ga-n Ca-lon Perseora-nga-n seha- gallnrrar,:la- cl-ima-kld
dalam BAB III huruf B angka t huruf a;

b. dokurnen dukungan berupa surat dukungan dao
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam BAB II
huruf A angka 8, menggunakan Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan;

c. surat pernyataan bermeterai cuicup yang menyatakan
visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan

Rencana Penabang-rnan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon
menggltn aken F'ormrtlir Model R.4-KWK Persgorangan;

ci. naskah visi, misi cian program Pasangan Calon
mellgacu pacla Rencarra Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan

Calon; dan
e_ fotok_opi rekenrng kt!r_r_sr-r-s d-a-na- ka-mpa-nye yal,:tg cl-ihr-r-ka-

oleh Calon Perseorangan;
f. dokurncn administrasi pcrsyaratan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

6. Pada saat pendaftaran Pasangan calon sebagaimana
-1: -- -1 --- -l -1-1- ,- ElltD fr-a 1---'--f ^ - -- --1 - / ! n-1:a:1-(Illlliarstlu ti&iartr ijAij iV irtrrUi n ailgna iu, ral Leu ruflLrrr

atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon

Perseorangan
a. menciaftarkan Tim KamPanye;
b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang

dibr-rat pa-cl-a- 1 (sa-tr-r) balk.
7. Tata Cara Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada

anska 6 hrtnrf A. hernedoman pada Kenrtfrtsan Komisi
pemiiihan umum Kabupaten tentang Kampanye Pemilihan
Bupati dan \A/akil BuPati.

8. Dok-unnen persjlaratan pencalonan dan persyaratan Calon

sebagaimana dimaksud dalam angka 1. dimasukkan ke

dzla-m ma-p ,:l-a-n cl-itr-rlis d-enga-n hr-r-tf ka-pita-l r!a-ma-

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, atau ilarna Pasangan Calon Perseorangan'

g. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal
Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam
2 (dual rangkap, meliputi:
a. I (satu) rangkap asli; dan
b. i (satu) rangkap salinarr.
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BAB V
PEIIELITIAN DOKUMEN PERSYITRATAN PENCAI,oITAIT

DAN PERSYARATAN CAI,ON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN TT
PERSYARATAN EAI,oN
1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Doktrr

Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten untuk :

a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan
jasmani densan keorrtusan KPLI Kabupaten;

b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat
ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan
rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Kabupaten;

2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat
jasmani dan rohani sehagaimana dimaksrrd dalam angka 1

huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan
dalatn pemeriksaan kesehatan Pasarrgan Calon;

3. KPU Kabupaten menyampaikan narna rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
angk-a_ t hr-r-n_rf h kepacl-a- Pimpina-n Pattat Politik a-ta-r-r-

Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengususlkan
Pasangan Calon untuk mclakukan Pemeriksaaan kesehatan

rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan

keseirata-ii Pasarigari Caioir sebagaiur&ir& dirrraksuci tiaia-ilr

angka 3 meny€unpaikan hasil pemeriksaan kesehatan
jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti
kebenaran keiengkapan persyaratan Pasangan Caion;

5. Hasil Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud
d-a_lam atgka- 4 bersifat Fina-l ct-an tid-ak dapat dilakukan
pemeriksaan pembanding.

6. KPI I Kahrrpaten melakrrkan penelitian nersvaratan

aciministrasi terhaciap keiengkapan dan keabsahan

dokurnere persy-aratan pencalorean dam persy-aratan calon

Paling lama 7 (t-ujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6

cl-itr-ra:rgka-n d-a-laro formr-rlir Moclel BA-HP-ICVK darr

lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam angka 6 meliputi penelitian
terhadap :

a- Cap basah Partai politik atau masing-masing gabungan

Partai poiitik yang bergabung sesuai tingkatannya;
b. Tanda tangan Pasangan Calon;
.r 'lVlafcrei' r{en

^.-4Lv-s, 
gB^r

d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam

Peratrrran ini
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g. I)alam hal Pssensan Calon meneantrrmkan riurqJ
penciiciikan di atas sekolah ianjutan tingkat atas atlr
sederajat, w-ajib rrrenyer-takan: 4t

a. fotokopi ljaza]r^ pergrrruan tinggi negeri atau swasta ]q
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di pergunn
tinggi ya-ng hersa-ngkr-r-ta-n; rlt

b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan fif{pt
negeri atau swasta yang l-raru, apabila perguruan tinil
negeri atau sv,,asta tempat Pasangan Calcn berlnrlialf
telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Pergun:an
Tinggi SwastalKoordinator Perguruan Tinggi Swasta
Agama di wilayah pergui uan tinggr swasta itu berada,
apabila pergurran tinggi sr,r,asta tempat Pasangan Calon
berkuliah tidak beroperasi lagi.

'lO Dalam hal sekolah telah tidak heroperasi lagi atat telah
bergabung ciengan sekolah lain, tbtokopi rjazahlsTTB bakal
calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas
Pendidikan Nasional Kabupatenl Kota atau Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah
dimal<sr_r-cl- perna-h be rcl_in

11. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan
tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib
menyertakan surat keterangan penggantr ijazahlsTTB dari
sekolah bersangkutan.

ta n -1---- i- -l ::- -1- ,nmn 1--1 -l --1--- 1------,---1 --+---
L Z. uaiaIlt rrar LJazalLl D r r -D uir.x.ar uarurr yzurts uEt siatrErauLarr

tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat
calon bersekolah tidak beroperasi lag. calon wajib
menyertakan surat keterangan pengganti liaza}e yang
dikeluarkan oleh Instansi ata',i satuan keqa ymtg
menyelenggarakan Lln-I-san pendidikan atau pendidikan
agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah
berdiri.

13. Pengesahan fotokopi ljazah/S'fTB yang ciiperoleh dari
sekoiah asing di Indonesia dare sekolah ireternasional
dilak,;kan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau
instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

L4 PengesaJra:r fotokopi gaza-h/STTB ya.g cl-iperoleh d-ai
sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional
dilakukan oleh kepala sekolair yang }:ersangkutan dan/atau
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.5. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari
sekoiah asing cii luar negeri dilakukan oleh pejabat yang
berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan
nendirlilrqn

16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari
rnasyrerakaf terhaclap keahsahan dokrrmen pers5raratan
pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten
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danat melakrrkan klarifikasi kenada instansi ]tr;
berwenang. -"*(

17. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuang!<an hafl
kJarifikasi sebagaimana dirnaksud pada angka |$ dahrl

18. lHr* ""fllrp"r*n men)ra-mpaik-an ha-sil penelitin
sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 kepa&
Pasangatr Calon rian Partai Politik atau Gabungan Parti
Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari
setelah penelitian selesai.

19. Dalam hal herdasarkan hasil penelitian setragaimana

dimaksuci pada angka 18, doi<umen persyaratan
pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum
lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik ataft Pas2ngan Calon Per5qorangan cliberi

kesempatan untuk melengkapi danlata'u memperbaiki
persyaratan palirrg lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan
hasil penelitian oleh KPU K-abupaten.

20. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
cl-ala:n arrgka- L9 d-ikqqr-ralika:r ha-gt calon a-ta-t-t- pa-saxga:r-

calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan
jasmani dan rohani dan/a'r-au bebas narkoba.

2t. Dalam hal calon atau pasangan calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau
bebas larkoba caioii atau Pasaiigarr Calori yaiig
bersangkutan dapat diganti dengan calon atau pasangan

calon baru:
22. Penggantian pas€rngan caion sebagaimana dimaksud dalam

angka 21 dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAII(AN PERSYARATAI| PET{CALONAI{ DAIT

PERSYARATAITI CAIOITI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan
perbaikan persy-ai-atan penca.lonan dan mereyampaikan KPU

Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari
setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

2. Pa-sa-nga:r ca-lon perseora-ngar melakr-rka:r perhaikalt
persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau
persei:aran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten
pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah
pemberitahuan hasil penelitian diterima.

3. Partai Politik atau Gatrungan Partai Politik dan f atau
Pasangan Caion Perseorangan melakukan perbaikan
terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan ke KPU
Kabupaten pada rnasa perbaikan selama 3 (tiga) hari
setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

4 Perhaikan dokrrrnen persyaratan penq2l6nan clan !atau-
persyaratan caion sebagaimana dimaksud pada angka 1,
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er:r,ka 2 dan anska 3- dilakrrkan hanva terhaclan dokurr
yang ciinyatakan beium lengkap cian/atau belum memem$i
syarat daniatau tidak memenuhi syarat pada penelitll
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A arrgh
16. '.n

Pa-rtai Polrtik a-ta::- Gabr-rnga:r Pa-rtai Politik tida-k cl-aprt
memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lail
yarlg diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang telah diny,atakan memenuhi persyaratan
Pencalonan dan svarat calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASAITGAIV CAII)il
PERSE|ORANGAN
1. Bakal Pasangan Calc'n Perseorangan yang belum memenuhi

syarat dukungan dan/atau tidak rnemenuhi syarat sebaran
dukungan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B
anska 2 hrrnrf c- hr:nrf d dan hrrnrf e, diheri kesemnatan
untuk melengkapi keicurang€rn syarat ciukungan seiama 5
(lima) hari setelah pember-itahrran hasii penelitian diterima,
dcrrcan l:efcntrran.

a. jumlah dukungan -yang diserahkan paling sedikit 2
(ct t-ta-) ka-li lipa t cl-ari j r-1s{a-h kekr-rr arLga! cl-r-r-kr-nga:: ;

b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud
paria huruf a, dapat lrerupa dukungan baru yang belum
memberikan dukungan sebelumn5ra kepada Pasangan
Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah
dipertraiki, antara lain daftar nama pendukung yang
alamatnya tidak sesuai ciengan wilayah administrasi
PPS dan/atau daftar- riarna pendulrting yang tidak
dilengkapi KTP;

c. Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa
dan kecematan yang menjadi hasis r,lnfirk perha.ikan
dukungan sebagaimana climaksud pada huruf a.

2. Kekurangarr jumlah dukungan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib
dilengkapi pada masa perbaikan.

3 Bala-l Pa-sa-nga-n Ca-lon Perseora:rga:r r-rntr-r-k Pemilihan,
menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy
dan hardcopy sebanyak 3 (rangkap) kepada KPU
IZal-rr rnafanr\svqyqLvr^.

4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas Perbaikan
-l-_1 -- n_l -t n_ -- A-1-__Lr.r.rKLrrrBir.rr .Dil-r{.al rasarrtarl ui, rurl rtrr strur arrBilrr
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat dalam 3 (tiga)
rangkap. yaitu:
a. 1 (satu) rangkap iotokopi ciiserahkan kepada PPS

melalui PPK;

b. 1 (sa-tu) rangkap fotokopi sebagai arsip Bakal Pasangan
Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten

5

L
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dengpn memhrrtltthkan naraf dan cArr hasah, lln*
arsip; rrl

c. 1 (satu) ral-rgkap asli 'iiserahkan kepada I(II
Kabupaten, untuk arsiP t'*3t

5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaraEl
Pa-sa-nga-11 Ca-lon, KPI-r (2-fr-rpa-ten mela-kr-rkan pros#
sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka 21 huruf r'
huruf g, huruf h dan huruf i.

6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam BAB IV angka 21 huruf h. KPU Kabupaten mencatat
penerimaan dokumen nersvaratan oencalonan dan

persyaratan caion perseorangan menggunakan Tanda

Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KII/K)'

7. penyerahan Perbaik^an duk'-rngan Bakal Pasangan calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3,

melinrrti dokrtmen:
a. surat pernyataan dukungan meliputi inlbrmasi nama

penduktrng, nofi1or induk kependudukan, alamat,

RT/RW, desalkelurahan, kecamatan, kabupaten,

umur/tempat dan tanggal lahir. sudah/pernah kawin,
d-an ta-nd-a-t-angan a-ta:-l- ca-p jempol pencl-r-r-kr-r-ng

sebagaimana Formulir Model B- I-KWK Perseorangan;

b. rekapitulasi jumlah <lukungan Bakal Pasangan calon
Persecrangan dan persebaran yang disusun
menggunakan formulir Model B.2-KWK perseorangan
n- 1- -:1 - ..rcl uarls.alr.

8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang

disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan

persyaratan Pasangan caion, ticiak dapat riiterima oleh KPU

Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acata.

9. KPLI Kabupa_ten menerbitka:t Keputusan berdasarkan
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAIT
1. Peneiitian Hasil Perbaikan Persyaratatr Pencalonan dan

Persyaratan Caloa
a. KPU Kabupaten melak-ukan penelitian terhadap

perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon sebagaima'na d'irllraksrtcl dalam hr-rn-rf B algka 1'

angka 2 dan angka 3, paling lama 7 (tujuh) hari setelah

rnenerinta perbaikan.
b. Penel.itian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang
telah din5ratakan lengkap atant memenuhi syarat,
kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas
Kabupaten atau mendapat laporan tertulis dari
mesSralsksg dengan melampirkan identitas
kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

t

L

t
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mendaseri/memnerkrtat Ianorannva- serfa ltt*
mengenai penjeiasan obyek masaiah yang dilaporlran

c. Dalam hai rekomendasi Panwas Kabupaten a5l
laporan tertulis mas5rarakat sebagaimana dimaH
pada huruf b berkaiian dengan syarat calon, I(Xil
Ka hr-rpa-ten menincl-a kla njr-r-1i kla nfika sr kepa cl-a- instanri
yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Polit*
atau Gaburigari Pariai Poliiik yalrg mengusulkan
Pacancan (-olnn

d. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud
oada huruf a dituanskan dalam formulir Model BA.HP
Perbaikan-KWK dan iampirannya.

e. KPU Kabupateir meriglimumkan kepa'Ja masyarakat
dan men5,arnpaikan hasii penelitian kepada Pimpinan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Pasangan Calon Perseorangan.

f-. Daiam hal Partai Poiitik atau Gabungan Partai Politik
!:-1 ^l- ^--1^^:r-: -1 -1------ --- -- --1-,- ---Lrua.t! rrrcrrrPc[ualx,l LlutrLlrtrtrtr pcl.s-varaLiiil ljtrtruanolran
sarnnqi Aetloq-rt qll.hir ?yraea nehoilzan Paeancqn (1alnn

dinyatakan tidak memenuhi syarat.
g, Da-la-m ha-l ha-sil penelrtra-n Pa-sa:rga:r Ca-lon dinyatal<an

belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat
se'oagaimana dimaksuci riaiain hurui a, dan Pasangan
(aalnn +iAqlz mplpnclzani r:lnlzrrmpn ar{mnietraci

^rrvrvra6r\qyr
persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa
.- ^.-1- -:1- -.-  -1--- -1:.-.-- a-1---- 1:-t-l
PCr UarKarl, Pir.uarrEir"rr uir"rurr urlryi,-Li1fi.alr LILlir.I(

memenuhi syarat.
h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang Bakai Caion cianlatau Pasangan Calonnya
berhalangan tetap, dan tidak mengajukan ,Dasangan
Caion pengganti, Partai Politik ata-r-.r- Ga-hr-rngan Partai
Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat.

i. Daiam hai Partai poiitik atan Gabungan Partai Politik
menyerahkan susunan kepengiirusan yang bar.4 KPU
Kabupaten melakr-rkan Klarifikasi kepada
kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau
ya-=g herwena:rg mengesalrka:r kepeng-rn-rsa:r Pafiai
Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran
Dasar (AD)iAngBararT Rurrrair Tangga (ART) Partai
Politik.

j. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen
kepenerrrusan berdasarkan hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud cialam huruf i.

2- Penelitia-n llasil Perbaikan Bu-lrs-ngan pss4nge-n ealon
Perseorangan

TthYT tr-7--- ---l-1--1 - - -----llL:--- --l---:--:-L----:a. h.ru t\aDupaLerr rtlelal(ul(arr perrerruirir auIIllIIISLrasl
perbaikan dukungan dan pesebarannya dengan
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menemnrrh nrosedrrr sehagaimana dimaksrtd dnts
BAB III huruf B angka 2 sampai dengan arrg\<a 12.

b. Dalarrr hal perbaikan dulrtrr-rgan bakal Pasangan Cab
perseorangan sebagaimana dimaksud pada hunrf'3
tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumn
kekr-r-ra-nga-o cl-r-'r-kr-r-ngan d-a-nfa-tat-t ticla-k mement{d
sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yanS
bersangkutarr dinyatakan tidak mernenuhi syaret
r{r rlzr rn canuq^rqr^bsr.

c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon
nerseorangan mencapai paling sedikit dua kali jumlah
keicurangan dukungan danlatau memenuhi
persebaranrrya, KPU Kabupaten melakukan penelitian
administrasi terhadap perbaikan dukungan
sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1.

d. KPI I Katrrrpaten melakrrkan penslitian terhaclap

dugaan keganciaan dui<ungan bakal Pasangan Calon
perseorarrgare derrgan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam BAB III huruf B angk-a 7 sampai dengan angka
14.

e, PPS melalr-r-ka:r peneliti.art a-dministra-sr cl-engarr

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam
BAB III huruf B angka i5 sampai dengan angka22.

f. Berd.asarkan hasil penelitian ad.ministrasi
sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPS melakukan
peleiitiarr faktuai secara koiektii berkuortiirrasi tieirgaii
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim
Penghubung Pasangan Calon.

g. Peneiitian iaktuai secara koiektif sebagaimana
dimaksud hur.rf f dilaksanakan dengan menempuh
prosedr-r-r sebagaimana- dimaksr-rd dalarn BAB III huruf
B angka 28 sampai dengan angka 41.

h Rerdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktrlal
oieh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan
mereempuh prosedur sebagairnana dimaksud dalam
BAB III huruf B angka 44 sampai dengan angka 5O.

i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU

Ka-br-rpa-ten melal<sa:rala-n reka-prtr-rJa-si cl-engarr

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam
BAB IIi huruf B angka 51 sampai dengan angJrra57.

j. Berdasarkan hasil rekapit"ulasi sebagaimana dimaksud
pada huruf h dan huruf i, melakukan penelitian
pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

k. Dalam hai berciasarkan hasii rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal
dukungan dan persebaran dukungan ( minimal 9
kec.ernetenl, KPII Kahrrpaten menSratakan perba.ika.n
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drrkrrno,an Rakal Pasansan Calon Perseorangn
memenuhi syarat.
Dalan-rr hai berdasar-kan hasil rekapittrhi
sebagairnana dimaksud pada huruf j, d,.rkungan BaH
Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi Eraal
minima-l clr-rkr-r-nga-n da-n persebararr cl-r-rkr-rngn
( minimal 9 kecamatan), KPU Kabupaten menyatakl
perbaikarr dukungan Baleal Pasangan Calon
Persecrangan tJdak memenuhi syarat.

BAB \II
PENETAPAN DAN PENGUMUMAII PASANGAIT CAIPN

1 KPI-I Ka-br-rpa-ten menr-ra:rgka:r ha-sil penelitia:r pers5ra:a-tarr

pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon serta penetapan
Pasangan Caion peserta perniliiran dalam Berita Acara
Penetapan Pasangan Calon.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud
oada angka 1, KPtl Kabupaten menetankan paling sedikit 2
(dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten mengumumkan hasii penetapan Pasangan
Calon sebagairnana dimaksud pada angk-a 2, dikantor KPU

Kabupaten.
4 Rrg, Calon yang berstatrrs sehagai Anggota Tentara Nasional

lndonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil wajib nlenyarnpaikan keputusan pejabat yar:g
benvenang tentang pemberhentian dari Anggot-a Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pega-wai Negen Srpil kepa-da- KPI-r Ka-br-rpa-ten paling la:otra-t 1

(satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan
Calon.

5. Bagi Calcn yang berstatus sebagai pejabat pada badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

----.--:l --- 1 -----r--- --- ---:-l--r 1-- -tueriyariilJarKair nepU[usair pcJauaa yilrts uclwcrrir-LrE, Lcrrta.uB,

pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling
iambat 1 (satu) hari sebeium KPU Kabupaten meneta.pkan
Pasangan Calon.

6. Calon yang tidak menyampajkan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dinyatakan tidak
memenrthi svarat-

7. I(PU Kabupaten melakukan Pengundian nomor urut Pasangan
Calorr yang ditetapkan sebagaimana dirraksud dalam arrgka 2,
dalam rapat pleno.

8. Rapat pleno KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam
atgk-a- 7 cl-iha-clin oleh :

a- Pasangan Calon;
b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Pasangan Calcn;

tt.

t

r

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



-44-

c- Pasangan Calon Perseorangan: Ic.qn

d. Tim Kampanye;
e. Panwas Kabupaten; ,&
f. Media massa; dan ..'-.

g. Tokoh masyarakat. ''v',

9. Pa-sa-nga-n Ca-lon wajrb ha-ct-ir da\a.m ra-pa-t pleno pengr-r-ndi61

nomor urut sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
10. Bagi calon atau Pasangan Caion yang tidak bisa hadir dalan

rapat plenc dengan menyampaikan alasan tert'llis yang dapat
dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana
dimaksud dalam anska 9 dan oenandatanganan oada rancangen
daftar Pasangan Calon ciilakukan oleh petugas dari perwakilan
Tim Kampanye.

LL. Pet'rgas sebagairnana dinnaksud pada angka 1O wajib mendapat
dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

12,, KPII Kahrrpaten mengltmltmkan hasil pengrrnrtian nqmor rlnr-t

sebagaimana ciimaksud dalam angka 7 .

13. Nama iengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan
surat Su.ara, harus sesuai dengan nalna Pasangan Calon yang

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang
'bersa:rgkr-r-ta-n.

14. KPU Kabupaten men5rusun nomor urut dan nama Pasangan

Calon dalam Daftar Pasangan Caion.
1,5. Peny-rsunan Daftar Pasangan Calcn sebagaimana dimaksud

dalam angka 14 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan
-_--- ^-1---rat'arrH,arr \.arurl.

16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka
15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

i7. KPU Kabupaten mengumumkan nalna cian nomor ur1t
Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
paling la-rrrra- 2 (dua) hari sejak penetapal nomor urut Pasangan

Calon.
18. Penetanan dan nensllmrlman Pasangan Calon sehagaimana

ciimaksuci pada angka 17 bersitat finai cian mengikat.
79. Norrror ur-ut dan daftar taartaa Pasamgam Calon peserta Pemilihan

yang ditetapkan dan telah diunnumkan, digunakan untuk:
a. men\rusun daftar dan nomor urut narna Pasangan Calon;
b menceta-k sr-ra-t sI-I-aJa-;

c. keperluan kampanye; dan
d. dipasang di tiap Tempat Pernungutan Suara pada hari dan

tanggal pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan

pritradi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi
Pemberantasan Korupsi kepacia masyarakat, paling lambat 2
(dua) hari sebelum hari Per-nungutan Suara, dengan difasilitasi
oleh KPU Kabupaten.

21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan
Lanoran Harte KekaSraan Prihadi/Pejabat Negara sebagaimana

t
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rlimaksrrd oada anska 20. Pasangen calon rlaoet memhe.rib
surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan. ilj.

22. Partai Politik atau Gabungan Par-tai Politik dilarang mena*
pengajuan Pasangan ca-lon dan/atau satah seorang calon dri
Pasangan calon setelah pengumuman pasangan cab
seha-ga:mana- dima-ksr-r-cl d-a-lall:_ a..gka 17 .ir

23. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan cdqr
sebagaimana dinraksud rialarrr angka 22 ciilarang rnengundurkan
diri terhitung sejak dit"etapkan sebagai pasangan calon oleh KpU
Kabupaten.

24. Partai Politik atau Gabunsan Partai Politik yang menarik
Pasangan Caion dan I atau Pasangan Calon mengundurkan diri,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
rnengusulkan Pasangan Calon pengganti.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik
Pasansan Calon dan f atqtr Pasangan Calon yang mengrr_ndrr_rkan
diri sebagaimana dimaksud dalam angka 24 dinyatakan gugur
sebagai peserta Pemiiihan dan diberitahukan kepada Pasangan
Calon dengan Tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan diumumkan kepada masyarakat.

26 Pa-sa:tga:r Ca-lon ya-ng cl-inya-ta-ka-n gr-r-gr-r-r seha-ga-ima:ra- dimal<sr-rcl-

dalam angka 25 tidak mengubah nomor urut Pasangan yang lain
yang telah ditetapkan.

27. Pasangan Calcn Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU
f , - 1- - -LauupaLcrr.

28. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada angka 27. dinyatakan gugur dan
tidak dapat riiganti.

29. Selain dinyatakan g-.tgur dan tidak dapat diganti, pasangan
calon perseorangan sebagaimana- dimaksud dalam angka 28
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
I Indano tentans Pemilihan

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

c

Penggantian calon atart P4gangan Calon dapat dilalcu-kan oleh
Partar Poiitik atau Gabungan daiam hal calon yang diusulkan
berhalarrgan tetap.
Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka l,
meliputi keadaan :

a-- meninggal dr-rnia-; a-ta-r-t

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara pernanen.
Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf a,dibuktikan dengan surat
keterangan dari lurah/ kepala desa;

J.

L
I
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4. Rerhalangan fetap karena tidak memnlr melaksanakan hlp
secara perrnanen sebagaimana dimaksud cialam angka 2 hrltf
b, dibuktikan dengam surat keterarrgan dokter dari rumah sa[
ncrnerinfqh.

.^..g.,

5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tcQ
seha-gaima-na- ct-imaksr-rcl cl-a-la-m a-Ls.ka- 1 cl-a-oa-t cl-r1alr-r-ka:r Deda
tahap sebagai berikut :

a. Sarrrpai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan
nercrraratan nalnn.uqqr vqrvrr,

b. Sebelum penetapan Pasangan Calon;
c. Sejak penetapan Pasansan Calon sampai dengan saat

dimuiainya kampan5re.
6. Partai Poiitik atau Gabungan Partai Politik dapat mengqiukan

calon pengganti pa-ling lama 3 (tiga) hari sejak- calon atau
Pasangan Calon dinyatakan berhalangan Tetap.

7 Partei Politik etau Q2hrrngan Partai Politik dilarang menarik
dukungannya kepacla calon atau Pasangan Calon pengganti
sebagaimana dirrraksud dalam arrgka 6.

8. Dalam Hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti,
cl-r-rkr-rnga-n Pa:ta: Politik a-t-at-t- Ga-hr-r-nqa-n Partai Politik teta_o

dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan

dan kebenaran dokumen persyaratan Calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, paling lama 7
l,--l--1- \ 1- -.-: - -r -l-1- -7..L-.-:.-- -.- ----l- -- 

^-1- 
--

[tLtJ urq rlar r sclEla.rr (llLgr lrlrarryil nur aL pcrrB,Lr:iurarr r-alurr i1Lau

Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelenekapan

cian kebenaran dokumen persyaratan caion atau Pasangan
Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalarn angka 5 huruf b
cl-an hnrrf c dan meneta-pka-n Pasangan Calon paling lambat 3
(tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau
Pasansan Calon Pengganti -

1 1. KPU Kabupaten menyampaikan hasii penelitian sebagaimana
dir-naksud, pada angka iO, kepada Pirnpinan Pantai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan Calon atau Pasangan Calon
pengganti paiing lama 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat
peng-rsr-r1a:r Ca-lon a-tatt Pa-sa:rga:r Ca-lon penggarrti.

12. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka
11 Calon atau Pasangarr Calon pengganti dinyatakan tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

13. Partai Politik at,au Gabrrngan Partai Politik yang calon atau
Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam angka 72 tidak dapat
mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau
Pz52ngan calon pengganti din5ratakan tidak memenr.r-hi s5rarat
sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan mengakibatkan
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jrrmlah nasansan calon krrrano dari 2 (drra) nesengen, HJ
Kabupaten membuka kembaii pencialtararT Pasangan Calon. ,i s

i5. Masa Pendaftaran sebagain-rana dirrraksud dalam angka ,H
dihrrlzq nqlincr lqrr.te ? i+icrai hqri

16. Dalam ha1 pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hd
pemt-r-ngr-lta-n sl-'r-a-ra- t-etd-a-Pa-t Pa-sa-ngan Ca-lon yang berhala:rgm
tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan calon atau lebih,
KPU Kabupaten rrrelanjutkarr Tairapan Penrilihan ;

17. Calon ar.au Pasangan Calon yang berhalangan tetap
sebagaimana dimaksud dalam angka 16 din-vatakan gugur dan
tidak dapat diajukan Calon atau Pasansan Calon Pengganti.

18. Calon atau Pasangan Caion yang dinyatakan gugur sebagaimana
dimaksud daiam angka 17 ditetapkan dengan Keputusan KPU
Kahrrnqfen

19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari
pemrrngrrtan slrere terdaoat calon atatt Pasangan Calon
pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah
pasal1gal1 calon kurang dari 2 idua) pasangan, KPU Kabupaten
menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

20. Penundaaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana
c1-ima-ksr-rct- cl-a-la-m a-nqka- 19 clilaler-r-ka-n pa-linq. la:,:lira- 10 (sepr-r-1r-r-h)

hari.
21. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam 'angka 20,

Partai pclitik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau
Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon
alail fasaitga_it Uaiorr peirggairLr pinurH, rarlluii.L J tlrEa-, rliilr strJilrr'

calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

ciimaksuci daiam angka 2l ciiiarang menarik duicungannya
kcpada caLon atau Pasangan Calon penggantiyang diajukan.

23. Da-lam ha-1 Pa-rtai Politik atau Ga-trungan Partat Politik tetap
menarik dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon
penoganti, drrkrrngan Partai Politik ata:.r Gahrrngan Partai rnlitik
tetap ciinyatakan sah.

24. KPU Kabupaten rnelakukare penelitian terhadap kelengkapan
dan kebenaran d.okumen persyaratan calon atau Pasangan
Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 21 paling
la-ma- .3 (trga) ha:r sejal< drterima-n5ra. sr-rra-t pengr-rsl-I-sla:r ca-lon

atau pasangan calon pengganti.
25. KPU Kabupaten ineiryarrlpaikarr hasil penelitian sel:agaimana

dimaksud dalam angka 24 secara tertulis kepada Pimpinan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4
(empat) hari sejak diterimanva surat nenerusrrlan calon atau
Pasangan Calon Pengganti.

26. Dalam hai dari hasii penelitian sebagaimana dimaksud dalam
angka 24, calon atau Pasangan calon pengganti dinyatakan
tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai politik atau Gabungan
Pertai Politik fidak dapat mengrrsrrlkan calon ater pesengan
calon pengganti.
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2.7. Dalam hal teriadi keadeaan sehagaimana dimaksrrd dab
angka 26 yang mengai<ibatkan pasangan calon kurang ds* A
(dua) pasallgan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftar$
Pacarroan (-alnn d.

28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka ,
clihr_rka paling la_ma. -a (tiga-) hari.

BAB VIII
LAP.ANG.O.N DAIY SA!{KSI

l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan
Pemilihan.

2. Setiap orang atau lembaga dilarang rnenaberi imbalan kepada
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun
delarn proses Pencalonan Rrrpati dan Wakil Rrrnati;

3. Partai Politik atau Gabungan Partar Poiitik yang menerima
imbalarr sebagairnana riimaksurd 'ialarn angka 2 harus
dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

4 Da-La-m ha-1 Pa-rta-r Politrk a-ta-r-r Ga-hr-r-nga:r Pa-rt-a-i Politrk terhr-r-kti

menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai
Pt-rlitik atau Gabungan Partai Poiitik yang irersangkutan dilarang
mengajukan Pasangan Calon pada period.e berilc;tn5'a di daerah
yang sama.

- n-t---- 1- -1 .---L- -.- -.- '.1:1 -.- -1-1- .-- '--1-1- 1----7-=--L^--i. Ijaia[Ll iiai putusarl petigaoiiail yartB Lcrarr rrltrrrrptrrulcrr KtrraLtaLianr

hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti
memberi imbalan pada proses pencalonan Bupati dan Wakil
Bupati Biora, maka penetapan sebagai Pasangan Calon peserta
pemitihan atau ,Dasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati
dan Wa-kil Bupati dibatalka-n.

6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti
menerima imhalan sehagaimana dimaksrrd pada angka 1,

dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Un,Jang tentang Pernilileare.

7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta
Pemilihan, apabiia:
a- Pa-sa-nga:r Ca-lon d-anf atal Tim Ka:nparr5re terbr-rlti

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
iainnya untuk ineinpengaruiri pernilih berdasarkan putusan
pengadilan jrang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terhukti melakr:kan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau iebih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
sebelum hari dan tanggai pemungutan suara;
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c. Pasangan Calon terhrrkti menerima danlatanr memhefitfa
imbaian pada proses pencaionan berdasarkan puhnn
pengadilail yang telah rnen-rpullyai kekuatan hukum tett;;','i

d. Pasangan Ca1on terbukti melah-rkan kampanye di mat
cetak atau eiektronik berdasarkan rekomendasi Pantnr
!{2-fr_r_paten.

e. Melakukan penggantian pejabat dan mengenakan progran
serta kegiatan Pemerirrtahait Daerah untuk kegiatap
Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Bagi
Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan sebagai

Petahana-
Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada angka 7, tidak mengrrbah nomor urut Pasangan
Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX
PENUITDAAN

Da-la-rn ha-l sa-mpal cl-enga-n alhir ma-sa- pencl-aftara:r Pa-sa:lgan

Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada

Pasangarr Cai<tn yang rnenclafiar, Kal-rupaten memperpanjang
masa pendaftaran Pasangan Calcn.
Dalam ha1 berdasarkan hasil penelitian pers5raratan pencalonan
tiaii persyara'Lair calori il,iak atia aiau iranya i (saiu) Pasalgan
Calon yang memenuhi persyaratart, KPU Kabupaten membuka
kembali pendaftaran Pasangan Calon.
Pembukaan pendaftaran sebagaimana <iimaksud pada angka 2
d.ikecua!.ikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atam telah
dinya-takan tidak mementlhi persyaratan.
Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka
kemtrali pendaffaran sehasaimana dimaksrrd pada anska I dan

angka 2 KPU Kabupaten menetapkan penunciaan tahapan
_1 - _- - --

Ptrr ruicjur rat r.

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4,
dibentahr-r-kan keparl-a Pimpinan Dewa-n Perura-kila-n Ra-lsta-t

Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan
seiarrjutnya disarrrpaikan oleir Guberrlur kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan
dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan
tahapan, Drogram. dan jadwal Pemilihan Ruoati dan Wakil
Bupati;
Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta
Pemilihan sebagajmana dimaksud dalam BAB VIII angka 7
mengakibatkan jumiah Pasansan Calon kurang dari 2 (dua)
pasangen, KPtI Provinsi/KlP Aceh ete:-r KPII/KIP

1

2

3

4

5

Z(J

t

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



-50-

Kahrrnaten lKota menrrnda nelaksanaan nenetanan Pasa{la
Caion peserta Pemiiihan.

7. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Cah
paling lama 3 (tjga) hari sejak pembataLan Pasangan Calon yl3
bersangkutan.

8. Da-la-m ha1 penr-rncl-a-a-n seba-ga_ima_na_ cl_ima-ksr_rcl pad_a- a:rgka 6
mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapd
dilaksanakan secara serentak pada irari yarlg sama, KPU
Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupatea
yang bersangkutan.

9. Penundaan sebasaimana dimaksuri pada angka 6 ditetapkan
dengan Keputusan KPU Kabupaten.

10. Dalam hai terdapat calon atau Pasangan Calon yang
berhalangan tetap yang nnengakibatkan tahapan pemungutan
suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara
yar'g telah difentrrkan, KPII Kahrrpaten menr.r_nda_

pelaksanaan pemungutan suara.
ii. KPU Kabupatetr tnembuka kembaii pendaftararl Pasangan Calon

paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan
pemungutan suara.

t2. Da-la-m hal penr-rnd-a-a-n seba-ga-ima:ra- cl-rma-ksr-rcl- pa-cl-a- a-ngka- 1O

mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat
dilaksanakan secara sercntak pada hari yang sarna, KPU
Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten
yang bersangkutan.

r^ n- ------1 -- - --1--- -:----,-- -1:.-- -, --__1 .-_ _t- - --.1 _ tn -l:a_r__-i__--lJ. rclrLll.t(lir-a-lr sguaEiT.lrtLa.Lxt ulrrla.tf.sLtLt Pi1ui1 arrEr{'a tu urltrLapKait
dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB )(
TANGGAPAIT MASYARAKAT

KPIi Kahrrpaten mensrr_Tnrrmkan deftar Pasangan Calon beserta
ciokumen pendaltarannJra kepacia masyarakat untuk
rrrefilperoleh masukan dan tanggapan.
Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada angka 1, dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak
pengr_r_mr_r-ma_n Pa_sa_nga-n Ca_lon pa-d_a- la_ma_n KPI_I (4-[r-r_pa_ten

dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan
masa pcnelitian.
Ittlasukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada angka 2. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan
:-1 -,-L:t-- ---,.:-l-- ,1 -,- f-/-1 -.-: rz---t- -1 - h- -,t---l--t-rucrrllLas yarrE,Jgras uarr rulux.upr l]l.ar Lu rarr(la rtrrruuuuK

BAB XI
PEIYY'ELESAIAIT SEilGKETA TATA USATIA ITEGARA

Sengketa tata rr-saha .ega-ra Pemiliha,n ryrsflr-pakan sengketa-
yang timbui daiam bidang tata usaha negara Pemilihan arrfiara
Pasangam Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat

)

?

1
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dikelrrarkennve Kenrrtrrsan KpII Kahrrnaten tentans pas4qprn
Caion peserta Pemiiihan

2' Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimr
dimaksud dalann angka L diselesaikan melalui .sF
administrasi di Panwas Kabupaten.

3 Da-lam hal ma-sih terda_pa-t kebera-ta_n a-ta_s pr_ttr_rsa_n Ba_ura_thr,
dapat diajukan gugatan di pengadilan Tinggi rata Usaha Negan.

4. Tata cara perryeiesaiair setrgketa tata usaila rlegara sebagaimala
dimaksud d-alam undang-undang tentang pemilihan.

BAB XII
KETENTUAtr LIUN.LAIN

1. Anggota- Tenta-ra- Nasiona-l Inct-onesia_ rta:r polisi R-epr_1lrfft
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kpu, Kpu provinsi/Klp Aceh,
dan KPU/KIP KabupatenfKoLa, ppK, pps, Kpps, Bawaslu,
Bas'aslu Prcvinsi, Panv,,as Kabupatenf Kata, panv;as Kecamatan,
Panitia Pengawas pemilihan L,apangan dan pegawai
kesekretariatan nenvelen ggara pemilihan dan rrensawas
Pemiiihan diiarang memberikan dukungan kepada pasangan
Calon Perseorangar-r.

2. Dalam hal dari hasil penelitian adrninistrasi danlatau penelitian
faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada
angka I drlkrlngan dimaksrrd dinyretakan tidak memenrlhi
syarat.

3' Untuk mentudalikan pelaksarraarr proses perrcalonan sejak masa
penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseor€rngan
sampai dengan penetapan Pasangan calon peserta pemilihan,
KPI-r Ka-br-r-p a-t e n d a-p at m ema:r fa-a-tka-n s a1-a_!1 a_ tekn o 1o gi

4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung
menjadi Partai Poiitik baru ciengan i:adan hukum yang baru,
KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan
kepada Menteri.

5. Kcpaia Desa yaiig ciicaiorrkari uieir Par iai Poiiiik atau Gabqugal
Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseora.ngan
menjadi Pasangan Calon. wajib menyampaikan surat
pemberitahuan kepacia Bupati meiaiui camat yang dibuictikan
dengan tanda terima pcmberitahuaii.

6. Pera-ngka-t Desa ya-ng dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara
nerseoransan menjadi Pasansan Calon. wajih menvemnaikan
surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan
dengan tanda terima peirrberitahuam.

7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang
ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
Pa-sa-nga-n Ca-lon pa-d-a- saIa-h sa-tr-r a-ta-r-r- semr-la- jenjang pencl-ict-ika:r

setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten
rneneruskan kepada pihak yang berwenang untuk

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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rlikehrark:,nnvA Kemrtrrsan KPII Kahrrpaten tentang Pasgn;fr
Calon peserta Pemilihan.

2. Penyelesaian sengketa tata usaha llegara sebagaitp
dimaksud dalam angka L diselesaikan melalui t.$
administrasi di Panwas Kabupaten.

3. Da-Ia-m ha1 ma-sih tercl-apa-t kebera-tan a-ta-s pr-r-fr-r-52n Ba-waCu,
dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negan.

4. Tata cara penyeiesaian serrgketa tata usaha negara sebagaimane
dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII
KETENTUAN LIIIN.LIUil

Al:o*ota Tenta-ra- Nasiona-l Indonesia- d-an Polisi R-epr-r-trtlg

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
darr KPU/KIP Kabupatenf Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu,
Bas,aslu Pro',,insi, Panu,as Kabupatenf Kota, Panu'as Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai
kesekretariatan oenyelen Wara Pemilihan dan Dengawas

Pemilihan ciilarang memberikan <iukungan kepada Pasangan
Calon Pei-seorangam.
Dalam hal dari hasil penelitian administ-rasi dan/atau penelitian
faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 drlkrrngan dimeksrrd dinvatekan tidak memenrlhi
syarat.
Untuk memudahkan pelaksanaail pt'oses peilcalonan sejak masa
pen5rerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseoranga.n

sampai dengan oenetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan,
KPI-r Ka-Ln-rpa-ten d-a-p a-t me ma:r fa-a-tkan s ala-!1 a- t ekno logt.
Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung
mcnjadi Partai Politik baru <iengan bad.an hukum yanrg baru,
KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan
kepada Menteri.
f.-,--l- n--- -.--- -1 :--1---1 --- -1-1- n'--a-: n-l:^:!. -L--- a-1---.----.-iiepaia ijesa yarlg Urcaiolr-rr.air Orcrr riu. Lar rurlul{. aLall \rauurrB,ir,rr

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan
menjadi Pasangan Calon. wajib menya,mpaikan surat
pemberitahuan kepada Bupati meiaiui Camat yang dibuktikan
dengan tanda terima pemberitahuan.
Perangka-t Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara
nerseorangan menjadi Pasangan Calon wajib menvemnaikan
surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan
dengan tanda terima pernberitahuan.
Dalarn hal terdapat pengaduan atau laporan tentang
ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Pa-sa-nga-n Ca-lon pacl-a- sala-h sa-tr-r- a-ta-r-r- semr-l-a- jenja-ng pencl-icl-ikart

setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten
meneruskanr kepada pihak yang berwenang untuk

2

o

4

.).

6

7
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ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan
berkekuatan hukum tetap.

pengadilan yang

8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimakgud
angka 7 menyatakan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belqiar
Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazahl Surat Tandr
Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat {an
Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII
XSIEITTUAIT PEI|UTT'P

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Mei 2Ol5

XETUA KODIISI PEMLIIIAT UN
IilBI'PATEf, BU'RT,

ARII'IIf

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA
ub Bagran Hukum

DDIN

Ttd
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A. SIYARAT CAI.OIY

I Mode! BR.I-KWK

2 iriodcl RR 7-LWII

ModelB-KltrK
Parpol

Mode! 8.2-ICUK
Parpol

4 ModelB.3-I(WK
Parpol

Model 8.4-I(WK
Parpol

I,A}IPIRAIT II :

XEPUTUSAIT KOUISI PEUIIJHAI|
KABTIPATEI{ BLORA NOUOR 42
Kab-O12329367 l2OlS TEI|TATO
TEKNIS TATA CARA PEIVCALOITAII
BI'PATI DAIY WAKIL BI'PA,TI BII'RA 

"^TE20t5

Srrrat Pernyataan Calon Rupati dan WrH
Bupati Blora Tahun 2015

flaftar Rivrawat Flidrrn (lalon Rrrr, sti d;n
Wakil Bupati Blora Tahun 2Ol5

DAFTAR FORUULIR PEISCAIONAI| PE-UILIHAI| BTIPATI
DAI{ WAISL BI'PATI BIORA TAIITIIT 2015

B. SYARAT PENCAII)NAN DARI PARTAI PIOLITIK

I Sr-r_ra_t Penca-l6ne.n gr-r-pa-ti

Bupati Blora Tahun 2Ol5
<l-a:r Watit

Surat Pernyst-2211 Kesepakatan Partd
Politik/Gabungan Partai Politik dalam

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2015

Surat Pernyataan Kesepakatan Antara
Partai Politik/Gabungan Partai Fo[tit
Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Rr-r-pa-ti Blora- Tahr-r-n 2015

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah,
Visi, Misi, dan Program Pasangan Cabn
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O15
LtcrrEir.rr fi.rrrr LraCl i,.ll

5

a

Mode! B.l-!C[K
Parpol

Keoufr:san Pimoinan Partai Pnlitik
Tingkat Pusat Tentang Fersetujuan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Buprti
Blora Tahun 2O15

2

3
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C. SYARAT PENCAIONAN DARI PERSEORANGAN

Model B-KWK
Perseorangan

Surat Pencalonan Pasangan Calon Per:seort2an
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 dari
Perseorangan

Surat Pernyataan Dukungan Fasangen
Caiuu Pcr'scur'anigari Daiarll pelliiiiliari Bupaii
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2Ol5

Rekaoitrrlasi .hrmlah l)uktrngan Celon

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015

Surat Pernyataan Tidak Mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2015

Sr:rat Pernyataan Kesesrraian Naskeh, Visi,

Misi, dan Program Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015 dengan

RPJP Daerah

Rerita Acara Hasil Penelitian .hrmlah
Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

Benta Aca-ra- Ha"sil Penelitian Dugaan
Kegandaan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dart
Wakil Bupati Blora Tahun 2015

Berita Acara Hasil Penelitian Administraai
Terhadap Dokumen Dulnrngan Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupeti
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 oleh
Panitia Pemungutan Suara

I

Model8.1-I(WK
Perseorangan

Mode! B.2- KWK
Perseorangan

Model8.3-KWK
Perseorangan

Mode! B.4-ICWK

Perseorangan

Mode! BA.!.-I(WK
Perseorangan

Mndal RA 2-Ifl IK
Perseorangan

Model BA.3=1-!n rK
Perseorangan

2

a

4

1

2

3

I

- D. BEPITA ACARA PERSEORAtrGAIS
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llode! BA,?.2-K!!IK
Perseorangan

Mode! B-a-.4-IOjrrrK

Perseorangan

6 Model 84"4.!.-I(WK
Perseorangan

Mode! 8A.4.2-KWK
Perseorangan

Benta- Lcala- Ha,si! Penelitien Fakh-ral
Terhadap Dukungan Pasangrn Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupe.ti &n
Wakil Bupati Blora Tahun 2Ol5 olch Hia
Pemungutan Suara

R-eka-pitr-r-la-si Dr-rl<r-r-nga:r Pasangan C.slorl
Perseorangan dalam Pemilihan Bupa.ti dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015 di tinskat
kecamatan

CatAtAn Kejadian Khusrrs dan/etnr
Keberatan dalam Pelaksanaan RekapittU
Dukungan Pasangan Calon Perseorengrn
dalam Pemi.lihan Bupati dan Wakil BuFd
Blora Tahun 2015 di tingkat kecamatan

$1rr2f Psngantar Penvampaien Rerita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangrn
Calon Perseorangan di tingfut kecamatan

4

5

7

9

Model BA.S-KWK
Perspnrlnoln

Model 8A.5.1-KWK
rtsrlEur-alrBau

Model RAs.2-!fltK
Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Celon
Perseoranoqn delorn Pernilihqn Rrrnqti drn
Wakil Bupati Blora Tahun 2Ol5 di tingkat
kabupaten

Catatan Kejadian Khusus dan/atau
h-1,-.-:1--i--'ncLrcraL-tur ualanu rtrat(sartaitrl Kclsr.PrLurr:

Dukungan Pasangan Calon Perscorangart
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2015 di tingkat kabupa.ten

Srrrat Pengantar Penvampsian Rerita Acara

Hasil Rekapitulasi Dukungan Fasangan
Calon Perseorangan di tingkat kabupaten

E. BERITA ACARA PEITILITIAN DAN TAITDA TERTMA

ro

.l Berita Acara Hasil Penelitian Ferryentrr
Administrasi Dokumen nerryantrr
Pencalonan dan Persyaratan Calon rlalnrr

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blcr
Tahun 2015

I

Mode! BA.HP-KWK
dan Lampiran Model
BA-HP. KWK

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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2 Model BA. HP

Perbaikan- KWK
dan Lampiran Model
BA.HP Perbaikan-
KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikar
Persyaratan Administrasi Dokumer
Persya-ratan Pencalonan dan Perqrarater
Calon dalam Pemilihan Bupati dan WsLi
Bupati Blora Tahun 2015

3

4

Model TT.I-KWK
dan Lampiran Model
TT,1-I(WK

Model TT.2-I(WK
dan Lampiran Model
TT.2-KWK

Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calor
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangar
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahur
2015

t
I

t

KETUA KOMISI PEMILIHAIT UUUT

I(ABUPATEN BLORA,

Ttd

ARIFIN

salinaa sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Hukum

DDIN

L

L

t
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MODEL B8.1.
I{UIK

SURAT PERITYATAAI'I

CAIPN BUPATI/trIAITIL BT'PATI BII)RA *I

TATIUN 2(,15

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Pekerjaan :

e. Tempat dan tanggal :

lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal:

.tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil
Bupati*) Blora Tahun 2O15;

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*) selama 2
(dua) kali masa jabatan daiam jabatan )'ang sama;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati;

b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; dan

c. Bupati untuk Calon Wakil BuPati;

6. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;

7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami,
istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung,
menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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B. KHUSUS**)

1 . memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/ DPD / DPRD.)

bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati *) dengan

melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah*) .

2. mengundurkan diri sebagai

c

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

Pegawai Negeri SiPil

3

sejak mendaftarkan diri sebagai calon dengan melampirkan surat

pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah

diterima dan pemberhentiannya sed'ang dalam proses yang ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum

penetapan calon peserta Pemilihan.

berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon d.engan melampirkan fotokopi

surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan

bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan

pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat

yang berw-enang paling lambat 1 (satu) hari sebeium penetapan calon

peserta Pemilihan.

berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPUi KIP

Kabupate nf Kota, Bawasiu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota

sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan

pemberhentian dari pejabat berwenang.

Demikian surat Pernyataan

digunakan sebagaimana mestinYa.

ini dibuat dengan sebenarnya untuk

Aa

MATERAI

Yang membuat Pernyataan'
Caloa Bupati/Wakil BuPati *)

Keteran{aa:
") pilih satah satu.
**) beri tanda t { I padakotakyang tersedia jika sesuai.

***) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Par'uai Politik.

,

a. anggota Tentara Nasional Indonesia.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



MODEL a,B.2 .
xwl(

DATTAR RIUIAYAT HIDUP
CALON Bt PATT/ilIAKrL BUPATI *l

A. Data Pribadi

B. Riwayat Pendidikan **)

Jabatan Institusi Tahun

Nama I-engkap

Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Usia
Alamat Tempat Tinggal

Email
Laki-laki/ Perempuan *)

Jenis Kelamin
Kawin/Belum Kawin/ Pernah Kawin *)

Status Perkawinan
Agama

NPWP

Hobi
Moto Hidup

Pendidikan Forrnal

Tahun (masuk - lulus)InstitusiJenjang

Pendidikan Informal

TahunInstitusiJenjang

C. Pengalam€rn Pekerjaan **)

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



D. Pengalaman Organisasi *")

Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi **)

.iudul Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan Institusi Tahun

G. Data Keluarga

Istri/Suami
Jumlah Anak
Anak 1

2
3. dst ..

A]'ah
Ibu
Jumlah Saudala
Kandung
Saudara Kandung 1

z
3. dst

Avah Mertua
ibu Mertua
fuienantu I

2
3. dst ...

lpar I
2
3. dst

Paman 1

2
3. dst ...

Bibi 1

2
3. dst

I

l.

PEKEHIIAAII
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H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Membuat pernyataan,

Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai

I
t

I

t-

t
I
I

t

I

L

t

t

!
t
I

I
',

L

!

t
t
t

i

t
i
t
I

t
t.

i

Keteranqan :
*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal

t
t

I
I
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MODEL B-ITUIK
PARPOL

SURAT PENCALOI{AI{

BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI BLORA TAIII'N 2015

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan

Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau

sebutan lain*) Partai """' atau Gabungan

Partai Politik*) yang meliPuti :

Partai

kursi/suara *);

2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)

kursi/suara *);

3. Partai dengan Perolehan kursi/suara sah ")

kursi/suara *).

jumlah keseiuruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan

telah memenuhi paling sedikit 20 o/o dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/

Kota*) atau paling sedikit 25 "/o dari akumulasi jumlah suara sah

hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *) yang didaftarkan :

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya"

DPD/DPC Partal Politik atau sebutan lain *|/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *|

I(abupaten Blora

Yang Mengajukan Fasangan Calon

Materai

I ciengan perolehan kursiTsuara sah *)

!

Ketua

.!

Partai

Sekretaris

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



t

I
I

t

i.

l.

Partai

Ketua Sekretaris

......) (.... I

Partai

Ketua Sekretaris

(..........................1 ...)

Keterangan:

") pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik

r
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MODEL 8.1 I(UIK
PARPOL

KEPUTUSAI{ PIMPINAIII PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

TENTANG PERSETUWAN PASANGAI{ CALON BUPATI DAN
WAIilL BUPATI

yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai

berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi

memberikan persetujuan Pasangan calon Bupati dan wakil

Bupati Blora Tahun 2015:

1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil BuPati :

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Pimpinan Partal Politik Tingkat Rrsat

Partai

Yang Mengusulkan Pasangan Calon

Iviaterai

Ketua Umum atau

Sebutan lain*f

Sekretaris Jenderal

atau sebutan lain*)

Keteranean:

*) Pilih salah satu.

(. .)(. .)
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la^-Gr i ^ r'*FLlIL,LtE L,.D.Z-tl'Y,n

PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAIT
PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK*I

DALAM PENCAIPNAII BT'PATI DAI{ WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pirnpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten
Partai

meliputi:

1. Partai..............

2. Partai

atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Blora yang

.................;dan

.........;dan

t,

menyatakan:

i. Sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOLi atas nama :

Calon Bupati :

Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Parte,i Pol,itik atau sebu+-an latn *l/

G,abungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *f

Kabupaten Blora

Yang Mengajukan PasanganCalon *f

Materai

(

Ketua

I

Partai

Sekretaris

I

It
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Partai

Sekretaris

....t ( ...t

Partai

Ketua Sekretaris

( l (.. I

Keterangan:
*) pilih salah satu

Catatan:
Seti"p t.rtaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik

i

t
t

t

Ketua

(
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I

ST'RAT PERITYATAAIT KESEPAI{ATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK*}
DET{GAIT PASANGAN CALON BUPATI DAT{ WAKIL BUPATI

MODEL 8.3-i(WK
PARPOL

I
)
3

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Partai.

Partai

Partai

;dan

;dan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Narna Calon Bupati

2. Nama Calon Wakil Bupati :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Pattai Potttik atau sebutan lain *t/

Gabungan DPD/DPC Partai PoHtik atau sebutan train *f

Ihbupaten Blora

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

t

Materai

Ketua Sekretarls

.l

SekretarisKetua

.)

Partai

(
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il

?

Partai

Ketua Sekretaris

..t (..........................)

Pasangan Calon

Calon Bupati Calon Wakil BuPati

(..........................1 {..........................)

Keterangan:

.) pilih salah satu

Catatan:
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik
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SURAT PERIVYATAAN KESESUAIAN
NASI{AH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGNT CALON BUPATT DAN

UIAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten

Partai ....

melipuli:

atau Gabungan Partai Politik") Kabupaten Blora yang

1. Partai ;dan

2. Partai..... ;dan

3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *l/

Ghabungan DPD/DFC Partai Politik atau sebutan lain *f

Ilabupaten Blora

Yang MengaJukan Fasangan Calon

Partai

Materai

I

MODEL B.4-KUII{
PARPOL

(

Ketua

(....

Sekretaris

.l

I

t
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Ketua

(..........................1

Sekretaris

(.... I

Partai

Ketua Sekretarls

(.........--.-.............1
t

( l

Keterangan:

") pilih salah satu

Catatan:

Setiap
Partzu

"qh

halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Politik

ft

2

Partai

;-iL-

i
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SURAT PENCALONAN PASAITGAN CALON PERSEORANGAN

BT'PATI DAN WAI{IL BI}PATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum, bersama ini kami:

1. Nama Calon Bupati

2, Nama Calon Wakil BuPati

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora

dengan keseluruhan jumlah pendukung

(....... ....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Blora

orang

yang

tersebar di 7o Kecamatan di KabuPaten Blora,

sebagaimana dimaksud daiam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon

Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil

penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten

serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum.

Calon Bupati Calon Srakil Bupati

Materai
)

Keterangan :

.) pilih salah satu

MODEL B-IfiIIK
PERSEORANGAN

-

( )
(
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MODEL B.I.KVIK
PERSEORANGAN

SURAT PERIIYATAAN DUKT'NGAN PASANGAN CALOil PERSEORAITGAN

DALAIYI PEMILIIIAIT BT'PATI DAI{ WAIilL BT'PATI BIORA TA}ITIN 2015

Kelurahan/Desa*)

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

: Blora

:Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami*) :

tlo llenn
Jenis

Beleml $Iamet

9
1 2 6 8

ITIN
Belum/Sudah/

,Pernah l(a{rfa

4 5

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



No Nama IYIK
Jenlc

Kel,aml Alamat RT/
RW

TTLlUmur
Bclun/Sudort/

Pernah Kewln
trDl Cap

Jompol

-
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No
,.fenis Belum/Sudah/.

Perneh Blwlti,,,.
TTD/ CaP

Jempol

dan

seterusn;ra

dengan ini menyatakan dengan Sebenarnya dan secara sukarela mendukung

pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

wakil Bupati Blora pada Pemilihan Bupati dan wakit Bupati Tahun 2015,

atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil BuPati

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas

kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan

ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini,

saya/kami bersedia dituntut sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang

Hukum Pidana.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai,

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan

Keterangan:

*) pilih salah satu
**) diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, PPS meminta tanda tangan

Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

Name

(. )
(. .)

(. )
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FORMULIR FOTO COPY KTP PENDUKUNG PASANGAN CALON

PERSEORANGA,N DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
'r A r-rr Tl'T tn.t tri nilvrl -ulJ

1. Nama calon Bupati

2. Nama calon Wakil Bupati

Kelurahan / Desa *)

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

::>-4-
.ai- -1"-!*t*,

: Blora

:Jawa Tengah

Paraf Calou Perseorangan

2.

MODEL 81.1.l(WK
PERSEORANGAN

Halaman 1 dari ... ,. halaman

1

PNOVf{SI JAWA TE{GAH
X}qS{'PATEN iffi A'{GAffTAN

rlr( sttloalC0tli}o0Cidrn :wtmf, 1,lllYlllG_:;r*_d Lg t:i.RlJSAXyAd rSE. !!S
ornhr #lLt { O.OF. O
rh :o€FUt

PROVII6IJAUIA IE 
'CAHxiJilPAYEfi XAMNOATf.AR

{!( :!31-U989!r!??D!01iL;. ,DL$ual,LE
ffiH .l(il,{AqYaA,}S'*r,.k*i#d* .F-ffi alF.'
M :*lrXIOr(}
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seterusnya..

.Ga;;cd

Paraf Calon Perseorangan

1....... 2.............

i

i

Halaman 2dari ..... halaman

.*
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Demikian copy KTP pendukung ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup

dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dibuat di

pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui,

Calon Bupati Materai

D^ A nnn

Calon Wakil Bupati

) (

Halaman ,.... dari..... halaman

)
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MODEL 8.2-I{WX
PERSEORANGAN

REI(APITULASI WMLATI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN trTAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan
Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan
uupati dan Wakil Bupati Blora oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Blora Jlwa

2. .hrmlah total dr_rkungan pasangan calon perseorangan iiwa (. ....o1'\
J\'

3. Jumlah Kecamatan

4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada

(.........%l
Kecamatan

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukrnngan Pasangan calon perseorangan

ll-Itu
Name Ihbupeten/Kota

ldttst haaya uatuk Pllgubl
I{ama

Kecanaten
Nema

Kelurahan/Desa
Jumlah

dukungan
1 2 3 5

i i i ... jiwa

2........... ........J1w4

a l -^o. ust...... .jiwa

2

.jiwa

3. dst. Jlwa

3. dst. 1 .iiwa

jiwa

3. dst. .Jlwa

1

2

2.
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t
2 ............. dst I 1 ... jiwa

2 ......J1w4

3. dst. jiwa

2. I jiwa

2. jiwa

3. dst.

a )^.o, usL......... 1
I ....jiw'a

2. ....... jiwa

'l rlc+ ji*.a

I

llemikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan se

mestinya.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

!\4 aterai

(

Keteransan:

.) pilih sal.ah satu.

jiwa
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MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERIIYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. l\ama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTLlUmur tahun

e. Jenis Kelamin

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah

mendukung dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas

nama:

1. Bupati

2. Wakil Bupati

dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangarrrlcap jempol pada

tempat yang disediakan pada formulir ini,

Yang membuat Pern5rataan

Keterangan:

n) pilih salah satu

t

(.
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SURAT PERIITYATAAN KESESUAIAN
NASI{AH vIsI, MISI, DAN PRoGRAM PASANGAN cALoN PERSEoRANGAN

DALAM PEMILIIIAIY BUPATI DAIT trIAIflL BUPATI BLORA
DEITGAIT RPJP DAERATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati :

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan Calon
Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RpJp)

Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

L
I

t

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai

Keterangan:

*) pilih salah satu.

MODEL 8.4-KWK
PERSEORANGAN

)

t
I,

r

.l

.) (
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MODEL BA.I-KW-K
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN JT'MLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAIYI PEMILIIIN{ BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

Pada hari ini ...... tanggal -.. bulan Tahun dua

ribu lima belas bertempat di , KPU Kabupaten Blora telah

melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumiah minimal dukungat 
,,..&;

dan pesebaran dukungan pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian ,'.3i

antara data dukungan yang terdapat dalam softcopg d'an hard"copy, untuk :

Pasangan calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Blora Tahun 2015*),

atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Blora telah

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan

pesebaran yang terdapat di dalam soficopy;

b. Melakukan penelitian kesesuaian antara 3umlah minimal dukungan dan

pesebaran yang terdapat dalam softcopg dengan hardcopy sebagaimana

yang terdapat daiam dokumen dukungan Formuiir Mociei B'I-KWK

Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan calon

Bupati dan wakil Bupati Blora Tahun 2015 sejumlah

orang;

2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di

....7o Kecamatan di Kabupaten Blora;

3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Pereseorangan antata soficopg

dengan hardcoPg dinYatakan:

Perseorangan
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t, 2

fl a.

nb.
telah sesuai (isi dengan {)

tidak sesuai (isi d.engan r/1, dan KPU Kabupaten Blora

mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon

agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen

dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap

ditand.atangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora'

Berita Acara disampaikan kePada :

1. 1 (satu) rangkap un+.uk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten Blora dan PPK'

3. 1 (satu) rangkaP untuk arsiP.

KPU Kabupaten Blora

Keterangan:

.) pilih salah satu

:b
'1'ffi,
.. j..H,!

:r;1'*:,

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I ARIFIN, S.Ag Ketua

,2 MOESAFA, S.FiI.I Anggota

3 ACHMAD HUSAIN, ST Anggota

A
"t Dra. iTA SADR|NI ASTUT|NINGSIH, Mtui Anggota

-i) tvioHAivi wIAD KHAwi DU i.i, 5. Pd.i Anggota
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MODEL BA.2-KUIK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CAIPN PERSBORANGAIY DAI"AM PEMILIIHI{ BUPATI

DAN WAIilL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan . Tahun dua

ribu lima belas bertempat di.... KPU Kabupaten Blora telah

melaksanakan penelitian ciugaan kegandaan terhadap jumlah ciuicungan '"
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015,..*#

atas nama : "|l' ,

1. Calon BuPati

2. Caion Wakii BuPati

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, K P U Kabupaten Blora

telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015*), yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan

Calon; atau

2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1

(satu) Pasangan Caion perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di

atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pendukung Yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebanyak

orang;

2. Jumlah pendukung Pasangan calon Perseorangan yang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangall calon sebanyak

orang, cian tetap dinyatakan menciukung tetapi

selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang

bei'sangkutan oleh PPS.

Jumlah pendukung Pasangan calon Perseorangan yang memberikan

dukunganlebihdaril{satu)kalikepadal(satu)pesangancaTcn
3
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2

perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang

bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. Jumlah pendulnrng Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi

syarat setelah dilakukan pengufangaa terhadap jumlah pendukung
sebagaim,ana dimaksud angka I seban5rak ........................... orargi

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing- masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota K P U Kabupaten Blora

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disarnpaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsiP.

KPU Kabupaten Blora

Keterangan :

*) pilih salah satu

:..

NO NAMA JABATAI{ TANDA TANGAN

i ARIFIN, S.Ag Ketua

,2 MOESAFA, S.FiI.I Anggota

3 ACHMAD HUSAIN, ST Anggota

A+ Dra. ITA SADRINIASTUTININGSIH, MM Anggota

J MOHAMMAD KHAIVI DU i't, S. Pd.I AnggoLa

t.
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MODEL 8A.3.I-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL PENELIT.IAN ADMIITISTRASI T'ERIIADAP DOKUNf,EN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORAI{GAN DALAIYI PEMILITIAN BUPATI DAN

1VAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI.5 OLEH PANITIA PEMUNGT'TAI{

SUARA

Pada hari ini tanggal bulan ....... Tahun dua r,l

ribu lima belas bertempat di. Panitia Pemungutan Suara (PPS) -'f;

telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan ::t.;
pasangan Caion Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O15 atas

nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.I-KWK

Perseorangan;

b. meneliti kesesuaian antara daltar nama dan alamat pendukung pada

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas

kepenciudukan;

c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan

Bupati dan Wakil BuPati;

d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir

B. 1-KWK Perseorangan;

e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi

PPS.

f. meneliti id,entitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat

usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati

yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci daiam tabel berikut :

v
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TABEL I

TIASIL PENELITtrAN AT}MINISTRASI DUKUNGAN

Keterangan:
BIVIS : Beium lVlemenuhi SYarat

TMS : Tidak Memenuhi Svarat

TABEL II

KESIMPULAN TIASIL PENEI,ITIAT{ .ADMINISTP.A.SI OLEH PPS

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap

clitandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Bcrita Acara disampaikan masing-masing:

il

s
,'.t t:
.t

![cr Uraian
Jumlah

BMS TMS

1 Jumlah pendukung yang dinYatakan belum memenuhi syarat karena tidak

terdapat tanda tangan Pasangan calon Petseorangan dan/atau materai
2 .Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan

yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model 8.1-KWK Perseorangan)

tidak sesuai identitas kependudukan

J Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas

kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan

A Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas

kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model

B. i-KWK Perseorangan)

5 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas

b Jumlah pendukung Yang dicoret

pendukung

karena usianya tidak memenuhi syarat

Jumtrah

No Uraian

1 Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan

kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-

KWK Perseorangaa aagka 4

2 Jumlah pendukung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2015 yang dinyatakan tldo.k memenuhl suarqt ITMSI

cJ Jumlah pendukung Yang dinYatakan belum memenuhl sgarat

[B.I]IS/ dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbalkan

4 Jumlah pendukung Pasangarl calon Bupati dan Wakil Bupati Blora

Ta]run 2015 yang di,ry-ataka,: memcnuht saara]t bei'dasarkai

hasil penelitian administrasi oleh PPS (No. 1 dikurangi No'2)

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon

I

kependpcl-i-rkan ya-ng bersa,ngkr-rta-n ticl-a-k sesr-r-ai cl-enga-n wila-ya.h a,cl-ministra-si PPS
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2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

Pasangan Calon ;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Keteranqan :

*t nilil'r cqlalr qatrr
, YrZL^,

it.
,l\
.l

?

run l\IAilTA rAElA'NAIlI9.1931 -l.at TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Ansgota'_--@__--
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MODEL 8A.3.2-I(WK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BLORA TAIIUN 2OL5 OLETI PA"TTITIA PEMUNGUTATTT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua

ribu lima belas bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)

telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil

penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakii Bupati Biora Tahun 20i5 atas nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan

kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan

memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama

dan alamat pendukung, serta dukungannya kepacia Pasangan Calon

Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan pasangan caion danlatau tim penghubung

pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/keluraltan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung

tid,ak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Caion Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakit Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai

ber'ikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO I'RAIAN JI'rtrLAH

1 Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan
hasil penclitian adminisrasi oleh PPS sebagaimana tcrcantum
dalam Form BA.3. 1 -KWK Perseorangan
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.) Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung

I (satu) pasangan calon dan menyatakan
1

4

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model 8.3-
IAI/L- Darcon

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B'3-

KWK Perseorangan

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan Yang

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon

sebagaimana tercanturn dalam Formulir Model BA'2-K\MK

Perseoralgan angka 2, dan meayatakan mendulung

6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan kepa<ia iebih dari 1 (satu) pasangan calon

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA'2-KW-K

Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung

7 .Iumlah pendukr-rng Pasangan Calon Perseorangan yang tldak dapat

ditemui

8 Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5

Setelah diperoleh jumlah d.ukungan yang memenuhi syarat berdasarkan

hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8,

terhaciap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum ciaiam

Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu

berkoordinasi ciengan Pasangan Calon daniatau Tim Penghubung Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui

tersebut di -wilairah desa/kelurahan pad.a \,'aktu dan tempat yang telah

ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II

HASIL PENELITTAN F'AKTUAL LA.NJUTAN PEP.TAMA

NO

1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan

8

hasil

tercantum dalam Tabel Ifaktual
iumlah pendukung Pasangan Ca-lon Perseorarigan yang

calon dan

mendukung 1

menyatakan dukungannya tetapi tidets bersedia mengist serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B'3-KWK

Perseorangan

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan Yang tidaka.,

4

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan

tancia tanpn/cap jempol pada Formulir Modei B'S-KWK Perseorangan

.lumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan Yang tidak

5 Jumlah pendukung Pasangan

lebih dari i (satu) pasangan calon sebagaimana

yang memberikanCalon Perseorangan

dukungan kePada

dukungannya
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l1

tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan
menyatakan mendukung

o Jumiah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari I (satu) pasangan calon sebagaimana

tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, darr

menyatakan tidak mendukung

7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada
war{.lu rtalr LcrrrlJar yaltt Lctart qrrcrrLu^arl

8 Jumlah duktrngan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian faktual lanjutan (No.l + ItIo. 2 + No. 3 + No. 5l

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil
penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II: :

angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum ciaiam i'
Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu
menlberikan keseillpatan kepada pendukung yarLg tidak hadir tersebut untuk
datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna
*^-^^^^l-1,^^ A^^ *---l;+; l-oho^^*^- rlrrl-rrhd^hI tlullvvvvnA4ll u@ r r llul rulrLr Av uvrl(a 4rr u uAurr6al!.

TABEL III

HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANWTAN KEDUA

NO TIRAIAN JUMLAH

1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasii

penelitian faktual pertama sebagaiman tgrcantum daiam Tabel II angka 8

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1

(satu) pasangan calon dal menyatakan dukungannya
3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang Lidak

menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model 8.3-KWK
Darcpnranoan

4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan

tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

5 .Iumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mem berikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana

tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan

menyatakan mendukung

A Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan 1'ang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana

tercantum daiam Formulir Mociei BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan

menyatakan tidak menduklrng

7 .h-r-mlah pendukung Pa-sangan Ca,lon Perseo!'angar yang cl-icoret cl-ari

daftar clukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas

waktu yang telah ditentukan

8 Jumlah A'khlr yang diaYatakan memeluhi syarat berdasarkan hasil

penelltlan fahual {No.l + No. 2 + IIo.3 + No. 5)
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Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota pps, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon ;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Keterangan :

.) pilih salah satu

f,rrr f,IAn/IAtfdtta,l rAltr A'FAf,Tv@.tLila
,rialllrra ,rrAlrln allatutyd tdtgIltt

1 Ketua

2 Anggota

.).) Anssotn_ ___oo- --_

L

PPS
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MODEL BA.4-IIUIK
PERSTORANGAN

REI{APITULASI DUKUNGAN PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BLORA TAHUN 2015 DI TINGKAT I(ECAIVI^C.TAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan Tahun dua ribu

lima belas bertempat di PPK . telah

melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi

cian lhktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

atas nama:

i. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan

hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. 'l'erhaciap hasil rekapituiasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud angka I , adaltidak ada*) keberatan dari pasangan

caioni tim penghubungi Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 *"):

f] PPK menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim

Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutni'a Pasangan Calon

atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan cii tingkat

Kecama-ta-n.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.i KWK

Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

tingkat kecamata.n berd.asarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari

PPS, sebagaimana terinci pada Tabel i di bawah ini.

telah

t

.+I

I
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I{o JITULATI {ORATYG}

1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yaag memenuhi

syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana

tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model 8A.3.2-KWK

Perseoramgani Tabei IIi arrgka 8

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan

tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK

aJ Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah

dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan

pembetulan oleh PPK

4 Jumlah pendukung yang dinyatakan behtm memcnuhi sgo;ra;t

@IlfSf dan wajib dllakukan perbalkan pada masa perbaikan

sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model ElA.3.1-KWK

Perseorangan Tabel II angka 3
E Jumlah pendukuag Paeaagaa Caioa Perseoraagaa

rekapitulesl dukungan tingkat kecamatan

((No. 1+No.3+No.4) - No.2)

L-^:ltEsrt

TABEL I

IIASIL RAPAT PLENO REKAPITTILASI DI'I('NGAN PASANGAN CALON PERSEORAI{GAN DI
?INCI(A?I(ECAMATAN

TABEL II

REXAPITTII"ASI JIIMLAH DI'I(UNGAT{ PASAI{GAIT CALON PERSEORANGAI{

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangant

oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acan'a disampaikan kepada ;

1. i (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsiP.

PPK

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

-J. Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keteraugan:

.) Pilih salah satu

.;

l-

t

NO I(TCAMATAN IGLURAI{AIUDE JTIIII,AIIDUKT'I{GAN

1 a. jiwa

b. Jlwa

c. dst. Jlwa

-

I

URAIAIT
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MODEL BA.4.1.KWK
PERSEORANGAN

Kecamatan

Kabupaten

Frovinsi

DAr{ r ArArr ,.*=ffiffiffiR Rtr(APrruLAsr

DIIIfiINGAN PASAT{GAI{ CAI.ON PERSIEORAI{GAN DALAM

PEMILITIAT'T BI'PATI DAII WAISL BT'PATI BIPRA

DI TINGKAT XECAMATAI{

BLORA

JAWA TENGAH

Kejaciian khusus ciani atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Caion/Tim Penglrubung dani atau Pan-wds

Kecamatan sebagai berikut **) :

YAI\I G ]VIEN GAJU KAN KEBERATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN'

KETUA

pilih salah satu

Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua

ppK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas

Kecamatan, Model BA 4. I-KWK ditandatangani bersarna oleh pihak yang mengajukan keberatan cian

Ketua PPK pada saat diiakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan'

*)

**)
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MODEL BA.4.2-IfiIK
PERSIEORANGAN

SURAT PENGANTAR

Perihal Penyampaian Berita Acara
Hasil RekaPitulasi
Dukungan Pasaugan Calon
Perseorangan di Tingkat
Kecamatan

Kepada

Yth. Ketua KPU l{abuPaten

di

YANG MENERIMA,

KPU KABUPATEN BLORA

(NAMA LENGKAP)

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan C"lg$

perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di t l

Kecamatan

Kabupaten

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK Perseorangan
2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan calon Perseorangan

YANG MENTYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(NAMA LENGKAP)

.) pilih salah satu
Catatan:
a. Satu Rangkap untuk PPK

b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten.

!

:......

: BLORA Provinsi : JAWA TENGAH

Demikian disampaikan sebagai bahan rekpaitulasi dukungan Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat Kabupaten.
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MODEL BA.s-I(WK
PERSEORANGAN

REKAPITUI,ASI DUKUNGAN FASANGABI

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BLORA TAIIUN 2015 DI TINGI(AT KABT'PATEN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu

lima belas bertempat di Kpu Kabupaten Blora telah

melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi

dukungan oleh ppK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangarl,'','
:

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 atas nama: 'r;'i'

i. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU

Kabupaten Blora telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan

mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud angka I , adaltidak ada'*) keberatan dari pasangan

calon / tim penghubung/ Panwas Kabupaten.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 *n):

D KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat

D dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim

Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon

atau Tim Penghubung mengisi For-mulir Keberatan di Tingkat

Kabupaten.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK

Perseorangan.

Hasil rapat pleno rckapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

-
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N JImLAlr (ORANGI
i Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang

) Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten

J Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan
dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten

4 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhl
sgarat (BMS/ dan wajtb dilakukan perbaikan pada masa
perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Mociel

BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4
5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil

rekapitulasi dulungan tingkat Kabupaten
((No. 1+tto.3+No.4) - No.2)

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO RTKAPITI'LASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSBORANGAN DI

TIilGIIAT I(ECAMATA.il

TABEL U

RTKAPITI'LASI JIIMLAH DUKT'ITGAIY PASANGAN CALOI{ PERSEORANGAN

NO I(ABT'PATEN XECAMATAN JT'MLAH DT'Ifi'I{GAN

1 a. .llwa

b. Jlwa

c. dst. jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. I (satu)rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

I(PU Ikbupaten Blora

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 ARIFIN, S.Ag Ketua

2 MOESAFA, S.FiI.I Anggota

3 ACHMAD HUSAIN, ST Anggota

4 Dra. ITA SADRINI ASTUTININGSIH, MM Anggota

5 MOHAMMAD KHAMDUN, S.Pd.I Anggota

Keterangan:

.) Pilih salah satu
**) beri tanda [i] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

E

memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di
Lingkat Kecannatam sebagairnana tercanturn dalatr Forrnuiir
Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5
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CATATAIT KF^IAI)IAI{ KTIUSUS
DAN/ATAU T(EBERATAN DALAM PELI\KSAI{AAN REKAPITI'LASI

DUKT'NGAI{ PASAI{GAI{ CALON PERSIEORANGAII DALI\M PTMILITIAI{
BT'PATI DAN WAISL BI'PATI BLORA TAIII'N 2015

DI TIITGXAT IIABIIPATTT{

:BLORA

:JAWA TENGAH

I

Kabupaten

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas

Kabupaten sebagai berikut **) :

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KPU KABUPATEN BLORA

KETUA

pilih salah satu

Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 5.I-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua

KpU Kabupaten Blora, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim

penghubung cian/atau Panwas Kabupaten, Model BA s.i-i(W'K ditanciatangani bersama oieh pihak

yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU Kabupaten Blora pada saat dilakukan rekapitulasi di

+iralto+ Ifohrrnotpn
LI^16NqL

i! r'

I

L

*)

I

MODEL 8A.5.I-KWK
PERSEORANGAN

**)
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MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEIT PERSYARATAN PENCALONAIT DAIT

PERSYARATAN CALON DALIIM PEMILIIIAN BI'PATI DAN

WAIiIL BTIPATI BLORA TAHTII{ 2AI5

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

ribu lima belas bertempat di. KPU Kabupaten Blora telah

melaksanakan penelitian persyaratan aciministrasi terhaciap keiengkapan cian

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati

cian Wakil Bupali atas narna:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian pers5raratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut

dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disarnpaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsiP.

KPU I(abupaten Blora

Keterangan:

NO NAMA JABATAI{ TANDA TANGAN

1 ARIFIN, S.Ag Ketua

2 MOESAFA, S.FiI.I Anggota

3 ACHMAD HUSAIN, ST Anggota

A+ Dra. ITA SADRINIASTUTININGSIH, MM Anggota

5 IV{OHAMMAD KHAMDUN, 5.Pd.l Anggota

*) pilih salah satu

IE
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L/TMPIRAI{
MODEL BA.HP.I(UIK

LAIVIPIRAN BERITA ACARA PENELITIAI{ PERSYARATAIT ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALOI{AN DAN PERSYARATAN EALON DALAM

PEMILIHAN BTIPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

A. SyaratPencalonan

L

B.
1)

Syarat Calon
Nama Calon Bupati :

4

IIASIL PENELITI.,AT{ KEABSA}IAN
DOITUME}I

taEvnErE

AI{GAN
MEMENUHI

SYARAT
ADA TIDAK

ADA

JENIS DOKUMENNO

Calon dari Pattai Polttik
1

Calon darl
Model BA.5 KWK -

sesual

Surat Keputusan tentang
Kepengurusan Partai Politik

1

2 Model B KWK -
3 Modei ts.1. KWK-
4 Modei 8.2. I(MK-
5 Model E}.4. KwK-Perseorangan

l-
KETERA

NGAN
BELUM

ItrEIIEITIIHI
MEMENUHI

SYARAT
ADA TIDAK

ADA

JEMS DOKUMENNO

Model BB.1 KWK1

Mode1BB.2 I(WK2
azah3

Dokumen yang diterbitkan
Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan
Rohani**)

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba**)

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi Pidana
penjara, tidak sedang
dicabut hak PilihnYa, dan
tidak sedang memiliki

d. SKCK
e Surat Tanda Terima

-!

MEME}{UHI

IIASIT PEITILITIAN KEABSAHAI{
DOKIruEN
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t

g. Fotocopy NPWP, tanda
terima penyampaian SPTPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan

ak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program

6 Daftar nama Tim Kampanye
Tingkat Provinsi,
Kabupaten f Kota, Kecamatan
dan Kelurahan
Rekening khr;sus dana
kampanye yang dibuat dalam 1

bank

7

8 KTP
Pas Foto9
Apabila Calon adalah Anggota
DPR/DPD/DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada PimPinan
DPR DPD DPRD

10

b. Tanda Terima dari
Sekretariat DPR/ DPD / DPRD

11 Apabila Calon adalah Anggota
TNI, Kepolisian, atau PNS :

a. fotokopi surat pengunduran
diri

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan
pemberhe ntiannya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang paling
lambat 1 (satu)hari
sebelum penetapan calon

serta
Apabila Calon adalah pejabat
pada BUMN dan atau BUMD

t2

fotokopi surat
permohonan
pemberhentian dari

a.

abatan
b. surat keterangan bahwa

pefiT/ataan berhenti dari
jabatan telah diterima
dan pemberhentianya
sedang dalam proses
yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang
paling lambat 1 (satu)
hari sebelum penetapan
calon

13 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU / KIP Kabupaten/ Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabttpaten f Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

-) pilih salah satu
**l Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

-

t

,'
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L

2l Nama Calon Wakil Bupati :

IIASIL PEITELITIAN KIABSAI{AN
DOKtrMEr{

KETERA
NGAN

BELIru
MBMENUHI

SYARAT

ADA TIDAK
ADA

MEMEIYUHI
SYARAT

JENIS DOKUMENNO

i Model BB.l KWK
z trtr^l^1 DD n lzlrrlllvtut.lcl .cr-cr.z r\wn
? Fotocoptiiazah

Dokumen yang diterbitkan
lnstansi lain, antara Lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan
Rohani**)

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba**)

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara, tidak sedang dicabut
hak pilihnya, dan tidak
seciang memiiiki tanggungan
utang)

d. SKCK
e. SuratTandaTerima

penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari

Penga.dilan Niaga
g. Fotocopy NPWP, tanda

terima penyampaian SPTPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan Pqi ak
dari KPP

4

5 Naskah dan
6 Daftar n€una Tim KamPanYe

Tingkat Provinsi,
Kabupaten f Kota, Kecamatan

Desa Keiurairauuall
-7 Rekening khusus dana

kampanye yang dibuat dalam 1

satu b"nk
8 KTP
9 Pas Foto

DPR DPD DPRD:
Apabila Calon adalah Anggota

a. Surat pemberitahuan
pencalonan kePada PimPinan

DPD DPRD

to

Sekretariat DPR DPD DPRD
b. Tanda Terima dari

Apabila Calon adalah Anggota
TNI atau PNS

11

a. fotokopi surat Pengunduran
1: -:Lt_tr t

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan
pem berhentiannYa sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh Pej abat
yang berwenang Paling
lambat 1 (satu)hari sebelum
penetapan calon Peserta

Apabiia Caion adaiah Pejabat
pada BUMN dan atau BUMD

tz

b. sur:at ke+"erangan bahu'a

r

a. fotokopi surat Permohonan
pemberhentian dari jabatan
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I

pemberhentianya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang paling
lambat 1 (satu) han sebelum
penetapan calon peserta

1a1J Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU / I{P Kabupat en f Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten f Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari Pejabat

*) pilih salah satu
**j Uasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

I
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MODEL BA.HP
PERBAIKAN -I($IK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

ribu lima belas bertempat di....... KPU Kabupaten Blora telah

melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap

keiengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2Ol5 atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap

kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsiP.

KPU Kabupaten Blora

Keterangan:
.) pilih salah satu

NO NAMA JABATAN TANDA TAI{GAN

1t ARIFIN, S.Ag Ketua

a
a1 I.JIOESAFA, S.FiI.I Anggota

3 ACHMAD HUSAIN, ST Anggota

4 Dra. ITA SADRINIASTUTININGSIH, MM Anggota

5 IVIO HAM IVIAD KHAIVI DLJ N, S, Pd. I Anggota

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN N)MINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATN{ PENCALONAN DAIT PERSYARATAN CALON DALIIM
PEMILIIIAN BTIPATI DAN WAKIL BUPATI

!

L
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LAMPIRAN
MODEL BA.HP

PERBAIXAI{.KWK

L/TMPIRAI{ BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAT{ PERSYARATAI{
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIPNAN DAN PERSYARATN{
CALON DALAIII PEMILIT{AT{ B{'PATI DAI{ WAKIL BT'PATT BII}RA TA}IUN 2O!'5

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

A. Syarat Pencalonan

NO JENIS DOKUMEN
I{ASIL PENETITIAIS

DOKT,![EIT
I'FAASAITAW lrF.'rtF.P

AITGAI{

MEMEISUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
Calon dari Partai Politik

1 Surat Keputusan tentang
Kepengurusan Partai Politik
sesual

Calon dari
Model tJA.5 Perbaikan KWK -I

2 Model B Perbaikan KWK -
Perseorangal

? Model B.1. Perbaikan KWK-
Perseorangan

4 Model 8.2. Perbetkan KWK-
Perseorangan

5 Model E}.4. Perbaikan KWK-
Perseoranqan

B
1)

S5raratCalon
Nama Calon Bupati

4

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
-om ah diiafrrlri nirlan o

PENELITIAIT TEABSAIIAIS
DOKI'MEIS

HASIL

TIDAK
ADA

MEMENUIII
sYAR.dfr

ADA
NO JENIS DOKUMEN

Model BB.1 KWK1

2 Mo<iel BB.2IOMK
J I

Instansi lain ^-^&^-^ 1^;.^ .all Lall a larr r .

Dokumen yang diterbitkan

Rohani**
a. Surat Sehat Jasmani dan

b. Surat Keterangarr Bebas
Narkoba**)

L

t

L

t

AI)A TIDAK
ADA

KETERA
NGAI{

TIDAI(
MEUAilgHI

SYARAT
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L

dicabut hak pilihnYa, dan
tidak sedang memiliki

u
d. SKCK
e Surat Tanda Terima

LHKPN dari KPK

N
f. Surat Keterangan dari

g. FotocoPy NPWP, tanda
terima penY-amPaian SPIPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyaitunggakan

c1-ari KPP
5 Naskah Visi, Misi. dan Program

Daftar nama Tim KamPanYe
Tingkat Provinsi,
Kabupaten f Kota, Kecamatan

Desa Kelurahandan

6

Rekening khusus dana
kampanye yang dibuat daiam 1

SA bank

7

11.I rt,
Pas F'oto9
Apabila Calon adalah Anggota

DPD DPRD
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kePada PimPinan
DPR DPD DPRD

io

Sekretariat D DPD DPRD
b. Tanda Terima dan

11 Apabila Calon adalah Anggota
atau PNS :

a. fotokopi surat Pengunduran
diri
surat keterangan bahwa
pengunduran diri teiah
diterima dan
perrrberherrtianrrYa sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh Pejabat
),ang benl,enang Paling
lambat 1 (satu)hari
sebelum penetapan calon

b

t2 Apabila Calon adaiah Pejabat
BUMN dan atau BUMD

a. fotokopi surat Permohonan
berhentian dari

b. surat keterangan bahwa
pernyataan berhenti dari
jabatan telah diterima cian
pemberhentianYa sedang
dalam proses Yang
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang Paling
lambat 1 (satu) hari sebelum
penetapan calon Peserta

i3 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU / KIP KabuPaten/ Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas KabuPaten f Kota,
rrreiampii'kan Sur'at
Keputu sanPemberhentiandaiPej
a

*) pilih salah satu
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

I

t

L
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2l Nama Calon Wakil BuPati :

a. fotokopi surat
permohonan
pemberhentian dari

HASIL PEITELITIAI{ XEABSAHAN
DOKUMEN

KETERA
NGAN

TIDAK
MEMEI{UHI

SYARAT

TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

ADA
NO JEMS DOKUMEN

1 Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK2
Fotocop!.tljazah3
Dokumen yang diterbitkan
lnstarrsi antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba**)

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi Pidana
penjara, tidak sedang dicabut
hak pilihnya, dan tidak
sedang memiliki tan ggungan

d. SKCK
e. SuratTandaTerima

penyerahan LTIKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari

g. FotocoPS' NPWP, tanda
terima penyampaian SPTPP,
dan tanda hukti tidak
mempunyai tunggakan Pajak
dari KPP

4

Naskah Viqi, Mi-gi,"f,.an Program-
Daftar nama Tim KamPanYe
Tingkat Provinsi,
Kabupaten f Kota, Kecamatan
dan Tingkat Desa/ Kelurahan

5
6

Rekening khusus dana
kampanye yang dibuat dalam 1

isatu) barik
a KTP
9 Pas Foto

A.pabila Calon adalah A^nggota
DPR/DPD/DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada PimPinan
DPD DPRD

1n

Sekretariat DPR DPD DPRD
b. Tanda Terima dart

1i Apabila Calon adalah Anggota
TNI atau PNS

a fotokopi surat pengunduran
diri

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan
pemberhentiannya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh Pej abat
yang berwenang Paling
lambat I (satu)hari
sebelum penetapan calon

r2 Apabila Calon adalah pejabat
pada BUMN dan atau BtrIvID

L

utans)
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surat keterangan bahwa
pernyataan berhenti dari
jabatan telah diterima
dan pemberhentianya
sedang dalam proses
yang ditandatangani oleh
pej abat yang bervvenang
paling lambat 1 (satu)
hari sebelum penetaPan

b.

13 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU / KIP Kabupaten/ Kota'
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten f Kota,
melampirkan Surat KePutusan
pemberhentian dari Pejabat
berwenang

.) pilih salah satu

.;f iiasii penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

t

t

L

L
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TAI{DA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN IIIAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal bulan. tahun 2015, telah

diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan

Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

MODEL TT.I.-KWK

. tl .. .

''il- :':., *tt.-
,fillr'"t

,...r.qf_r
.*.rd I.,,t /.. r,.

2. Nama Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan sofifile yang akan diperiksa

dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon

Bupati cian Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

) ( )

Nama lengkap dan tanda tangan

Keteranqan:

*) pilih salah satu

Nama lengkap dan tanda tangan

CAP

t
.
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LAIIPIRANMODEL
TT.l.KqIK

III PTRA.IT TAIYDA TERIMA PE!{DAFfARAN PASANGAIT C/ALOI{

BUPATI DA WAXIL BI'PATI

Identitas Calon Bupati:
Nama : ....
Alamat : ....
Nomor Telp : ....

2 Identitas Calon Wakit Bupati
.Nama : .............
Alamat :..............
Nomor Telp

3 Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari : ...

'fanggal
Waktu

(Nomor 4 dttst apablla Pasangan Calon Dlusul obh Pantat Politllc/@brtnga;n Par-tai Politlkl

4. Partai Politik atau Gabungan.Partai Politik*) pengusul:

TAITq}AL KEPUTUSAIT
PUIPNTAil TIIIGI{AT

PUSAT TEITTAITG
PERSETUJI'AIT

PASAITGAII CALON

1

ITOUORXJEPUTUSAIT
PIMPINAN TIITGI(AT

P]I,8AT TEIITAITG
PER8Ef,UJUAT

PASIAIiTGAIT CAI,ON

TAITGGAL XIPTII.UEAIT
HUPII{AI{ TII(GI{AT PUSAT

DAIT/ATAU IIEPTTTUSAII
PIUPITTAII TtrTGTAT
PROVINSI TEITTAITG

XE,PENGT'RUSAI{

I{OUOR KEPIUTUSAI PIUPIIIAI{
TIilGI{AI' PUSAT DAN/ATAU

KEPUTUSAN PIUPITTtr TITGI(AT
PROVIIISI TElrfATG

KEPENGT'RI]sANMIIPNIAN

ilo PARIAI
POLITIK

ALAMAT I{AITTOR
PIUPII{AIT

1

2
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3

4

5

A. SYARAT PENCAIONAN

NO JEI{IS DOKUMEN
I{ASIL PENELITIAN KELENGI(APAN DOKI'MEN XET

ADA TIDAI(
AI'A

MEMEITUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENTIHI

SYARAT
DARI:

1 Model B KWK-Parpol
2 Model B.1 KWK-Parpql
3 Model B.2 KWK-Parpol
4 ModelE}.3 KWK-Parpol
5 Model B.4 KWK-Parpol
6 Surat Keputusan tentang Kepengurusan

Politik' sesuai tingkatannya
Partai

CALON DARI
1 Model BA. S-KWK PersBql4qgan
2 Model B KWK - Perseorangan
3 Model B. 1. KWK-Perseorangan
4 Model B. 2. KwK-Perseorangan
5 Model B.4. KwK-Perseorangan

,lr
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B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO JEMS DOKUMEN IIASIL PEMERIKSAA!{
KELENGI(APAN DOKI'IIEN

KETERANGAN

ADA TIDAITADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotocopglj4zah
4

-_Ootq4ggryang ditelb:lllan Instansi lain, antara lain
a. Surat Sehat Jasmani dan Rohali**)
b. Surat BqLas Narkoba*n)
c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi piclana penjara, tidak

sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanqsungan utans)
d. SKCK
e. SuratTanda LHKPN dari KPK
f Surat Keterangan dari I'{laga
g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SpTPP, dan tanda bukti ticlak

me dari KPP
5 . Naskah Visi, Misi, clan Program
6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat

Dese/I(qlu1ahan
7 Rekening khusus dana kampanye lrang dibuat dalam I (s4tu) bank
8 FotocopgKTP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD

a. Surat pemberitahuan penq4lona.4 kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b. Tanda Terima dari Sekretariat plBl-DEp/DPRD

11 Apabila Calon adal4h Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :

a. fotokopi surat pgnglnquran diri
b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pem berhentiannya

sedang dalam proses yang dita-ndatangani oleh pejabat yang berwenang paling
l4l4be! I (satu) hari sebelum penglqpq4 calon peserta pemilihan

t2 an atau BUMD
a. fotokopi surat permohonan pemberhen tian dari jqbqtan
b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan

pemberhentianya sedang dalamplqs,es yang ditandatangani oleh pejabat yang

IL ,,

:'l

' -: "ir"'.' '

_,1 .
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lambat hari sebelum calon sertaSA

13

san

PKI KabuKIP Kota,KPUProvinsiKPU Aceh, paten IKPU IA Calon adalah Anggotapabila
melam SuratS, Kota, pirkanPanwau IKabupatenwaslBa Provinsi,Banvaslu,

*) pilih sslah satu
*i.1 'Ookumcn akan diserahksn oleh Rumah sakit PeBerintah yang ditunjuk oteh KPU Kabupaten drn hasilnya adslah berupa Memenuhi S.yarat (MS)

atau Tidak Memenuhi t

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO JEMS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELENGI(APAN DOKT'MEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3

Dokumen diterbitkan Instansi antara lain:4
a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)

c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara,
tidak sedang dicabut bak dan tidak memiliki u'

d. SKCK
e. Surat Teinda Terima LHKPN dari KI'K
f. Surat dari
g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak

mem dari KPP

5 Naskah M dan
6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten f Kota, Kecamatan dan Tingkat

Desa Kelurahan
khusus dana dibuat dalam 1 bank7

8 KTP
9 Pas Foto
10 Calon adalah DPR DPD DPRDA

a. Surat beritahuan Pim DPR DPD DPRD

b. 'fanda Terima dari Sekretariat DPRIDID/ DPRD

_l
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11 A adalah TNI atau PNS
a. surat diri
b

paling
surat bahwa diriuran ditelahketerangan danterimapengund apemberhentianny

dalamsedang proses l oleh t'ang ditandatangani pejaba yang berwenang
batlam I SChari ,belum calon

12 Calon adalah BUMN atau BUMD
berhentian dari batana.

b. disurat bahwa taan dariberhentiketerangan pernya .batan telah danterimaJa
dalamsedangpemberhentianya proses oleh batayang ditandatangani pej yang

balam t 1 tuSA hari calon
13 Calonbila adalahApa KPU KPUAnggota KIP KPU KIPProvinsi/ Aceh, I Kabupaten/ Kota,

BawasluBawaslu, PanwasProvinsi, Suratten/Kabupa Kota, melampirkan

**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah sakit pemeintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupal.en dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (l/lS) atautTidak Memenuhi

*) pilih salah satu

Keteralrsan :
*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



MODEL TT.2-KWK

I

TANDA TERIIUA DOKUMEN PERBNI(AN PASANGAI{ CALON
BUPATI DAN WAIilL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal bu1an........... tahun 2015, telah

diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasngan Calon Bupati dan Wakil Bupati

atas nama :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon BuPati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfrle dan softfile yang akan diperiksa

dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora sebagaimana terlampir,

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

LAT

(...... ...) (

Nama lengkap dan tanda tanganNama lengkaP dan tanda tangan

Keteranqan:

*)pilih salah satu

)
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: +,,

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBNI(AN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN MODEL
TT.2.I(UIK

1 Identitas Calon Bupati :

Nama : .., ... .

Alamat : .......
NomolTelp

2. identitas Calon Wakil Bupati :

Nama
Alamat
NomorTelp

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
Hari
Tanggal
Waktu

A. SYARAT PENCALONATT

DOKUMENI{ASIL
TIDAK

![Et[E!n Hr
SYARAT

KIryT

TIDAI(
AI'A

IUEMENUHI
SYARAT

NO JEMS DOKUMEN ADA

CALON PARTAI
1 Surat Keputusan tentang Kepengurusa:r Partai

Politik sesuai
DARI

1 Model BA.S-KWK

r r, I r, I ,tr I
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2 Model B KWK -
3 ModelB.1. KWK-
4 8.2. KWK-
5 Model 8.4. KwK-Perseol4ngqLn

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

PEMERIKSAAN
DOKTIMTN
TIDAKADA

NO

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 azah

Dokumen diterbitkan Instansi antara lain
Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)a.

b. Surat Bebas
c. ara, tidakdari N tidaktSura dijatuhipernah pidana penjegeriKeterangan Pengadilan

umemilikidan tidakdicabut hak
d. SKCK
e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPK
f. Surat dari N

4

Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SI'TPP, dan tanda. bukti tidakob.
ak dari KPP

5 Naskah dan
6 Daftar nama. Tim Ktrmpanye Tingkeit Provinsi, Ka Kecamatan dan Tingkat

Kelurahan
bupaten/Kota,

7 khusus dana dibuat dalam 1 bank
8 KTP
9 Pas Foto

A Calon adalah DPD DPRD
a. Surat beritahuan DPD DPRD

10

Tanda Terima dari Sekretariat DPR DPRDb. DPD

11 bila Calon adalalt , atau PNS

fotokopi surat pengunduran diria

-l-rr
)L

Mode

JTNIS DOKUMEN KETERANGAN

TNI,
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surat keterangan bahwa pengunduran diri telah di
sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejr

terim.a dan pemberhentiann5'a
abat yang berwenang paling

b

Pemilihancalonlambat I hati sebelum
Calon adalah bat BUMN dan atau BUMD

surat dari abatana.

I2

b dandariti diterimatelahbahwa berhentsura jabatanpernyataanketerangan
di oleh batadalam tandatangani pej yangproses yangsedangpemberhentianl,a

lambat 1 SA hari sebelum calon
13 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten f Kota, melampir
/KIP Kabupatert/Kota,
'kan Surat Keputusan

berhentian dari abat

') pilih s€lah satu
*:) ^Dokume! 

akan dislahkan oleh Rufirah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPt Kabupaten dErI hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS)

atau uhi

2. CALON WAKIL BUPATI

NO I{ASILPETIERIKSAAN
KELENGIUPAT{ DOKT'MEN

NETERANGAN

ADA TIDAK ADA

1 Model BB.1 I(WK
2 Model BB.2 KWK
3
4 Dokumen diterbitkan Instansi antara lain:

a. Surat Sehat Jasmani dan Roharri**)
b. Surat Bebas Narkoba**
c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penJara,

tidak sedang dicabut ha.k pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPK
f. Surat dari N
ob' Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak

ak dari KPP
5 Naskah dan
6 Daftar namaTim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Desa Kelurahan
Tingkat

khusus dana kam dibuat dalam 1 bank
8 Foto<:op11KTP

I

I

t

--Jr
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!

9

pabila Anggota DPRi PDD DPRDaL adalahCalon

Pem DPD D
10

b Sekretariat DPR DPD
Apa Anggota Kepolisian PNSTNI atauadalahCalonbila
a. Fotocopi surat pengunduran diri

11

danditedmatelah pemberhentiannYadiribahwab. Surrat pengunduranKeterangan
batlampalingbenvenangoleh yangdalam ses pejabatyang ditandatanganisedang pro

Pemilihancalonsebelum1

biia Calon adalah BUMN dan atau BUMDt
surat permohonan berhentian dari tana.

t2

b danditerimatelahdari tanberhentibahwa jabaSurat Pern1r313*r,Keterangan
oleh t yangpejabadalarn ditandatanganiproses yangsedangberhentiannyapem

Pemilihancalonsehari belumtlamba satu1

13

tian dari bat

Kabu Kota,KPU KIP paten/KIPKPU ProvinsiKPU Aceh,Calon adalah IAnggotaApabila tusanSuratkan kepumelampirKota,u PanwasBawasl Provinsi, Kabupaten/Bawaslu

:|, ffi**:l*, aiserahr<an oteh Rumah sakit pemerinr'tr yent ditunjuk oleh Kpu Kabupaten da', hasilnya adalah berupa Memenuhi syarat (Ms)

atau Tidak Memenuhi

Keterangan:
*) pilih salah satu

j
-I 

r )l

Pas Foto

I

ItI
a

i
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